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ABSTRAK 
Annisa Istrianty, E0011026. 2015. PENERAPAN ASAS-ASAS HAK 
TANGGUNGAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT 
PEMILIKAN RUMAH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 
1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN STUDI DI PT.BANK TABUNGAN 
NEGARA (PERSERO) Tbk. CABANG SURAKARTA. 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas-asas hak 
tanggungan dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT. 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta  sudah atau tidak sesuai 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Penelitian 
ini merupakan jenis penulisan hukum (skripsi) empiris dengan pendekatan kualitatif 
yaitu mengupulkan data studi lapangan dan menganalisis data tersebut menggunakan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 
 Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Teknik 
pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dan studi kepustakaan.Studi 
lapangan dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepusatakan melalui bahan 
dokumen, Peraturan perundang-undangan, laporan arsip, literature mengenai 
perjanjian, jaminan, kredit, kredit pemilikan rumah dan perbankan. Teknik analisis 
data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik analisis interaktif. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta dalam penerapan asas-asas hak 
tanggungan pada pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah sudah sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.  
 Penerapan asas tersebut diantaranya asas publisitas, asas spesialitas, asas tidak 
dapat dibagi-bagi, asas dapat menjamin lebih dari satu utang sudah tercantum di 
dalam perjanjian kredit pemilikan rumah. Pada prakteknya masih saja terdapat 
masalah karena beberapa factor salah satunya yaitu kredit macet, adapun upaya yang 
dilakukan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta dengan 
penyelesaian melalui alternative penyelesaian sengketa, restrukturisasi kredit,  
menerbitkan teguran/ somasi, eksekusi jaminan, gugatan ke pengadilan negeri dan 
pengadilan niaga, penyelesaian melalui penagihan utang. 
 
Kata Kunci :Asas Hak Tanggungan, Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah. 
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ABSTRACT 
AnnisaIstrianty, E0011026. 2015.APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF 
LIABILITY RIGHTS IN THE IMPLEMENTATION OF HOUSING 
OWNERSHIP CREDIT AGREEMENT BY NUMBER 4 OF 1996 ABOUT THE 
RIGHTS OF LIABILITY, STUDY IN PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) 
Tbk. BRANCH SURAKARTA. 
Faculty of Law, University of March 
 This study aims to determine the application of the principles in the 
implementation of the agreement Mortgage Loan (KPR) to the PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk. Surakarta branch already or not in accordance with the Act 
Number 4 of 1996 on Mortgage. This research is legal writing (essay) empirical 
qualitative approach which collects data field study and analyze these data using the 
relevant legislation.  
 Source of data used are primary data and secondary data collection . Data 
collection used are field studies and literature. With the field studies conducted in-
depth interviews. Techniques analysis data in this qualitative study using interactive 
analysis techniques. Based on the results of research and discussion generated 
conclusion, that PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Branch of Surakarta in 
the application of the principles of a security interest in the implementation of the 
agreements of mortgages are in accordance with the Act Number 4 of 1996 on 
Mortgage.  
 Implementation these principles include the principle of publicity, specialties 
principle, the principle can’t be divided, the principle can guarantee more than one 
debt and others already listed in the housing loan agreement. In practice there are 
still msalah due to several factors one of which is bad loans, while the efforts made 
by PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Surakarta branch with settlement 
through alternative dispute resolution, credit restructuring, issuing warning / 
summons, the execution of the guarantee, a lawsuit to district court and commercial 
court, the settlement through debt collection. 
 
Keyword : Principles of Liability Rights, The Agreement Mortgage Loan 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 Rumah merupakan kebutuhan yang amat penting bagi semua orang 
danmerupakan salah satu kebutuhan primer manusia. Dalam tingkat kebutuhan, 
rumah termasuk kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Terlebih bagi yangsudah 
berkeluarga, rumah merupakan tempat bagi keluarga untuk berlindung, 
beraktivitas, dan bersosialisasi di tengah lingkungannya. 
 Seiring dengan kemajuan jaman, jumlah penduduk semakin bertambah. 
Akibatnya, permintaan terhadap adanya rumah sebagai tempat tinggal pun 
bertambah. Efek diatas juga berimbas pada bisnis properti. Tidak hanya rumah 
baru, rumah yang telah di pakai sekian tahun dipakai pun dapat dibisniskan. Hal 
ini dapat dimaklumi karena sifat gerak manusia yang dinamis, setiap saat dapat 
berubah menurut selera dan kepentingan. Akibatnya ada saja pemilik rumah yang 
berniat mengganti rumahnya. Sebagai contoh, jumlah keluarga semakin banyak, 
sedangkan rumah tidak dapat diperluas. Hal tersebut mendorong keluarga untuk 
mencari rumah yang lebih luas. Contoh lain, pemilik rumah pindah kerja sehingga 
harus meninggalkan rumah. Oleh karena rumah bersifat permanen sehingga tidak 
dapat berpindah pindah, pemilik rumah tersebut mau tidak mau harus menjual 
rumahnya. Walaupun kebutuhan tempat tinggal dapat dipenuhi dengan 
caramengontrak, tetapi cara ini bersifat sementara dan tidak selamanya 
terjaminkarena dibatasi oleh kepentingan pemilik rumah. 
 Pada saat ini tanah yang tersedia semakin sempit sehingga menyebabkan 
harga tanah dan harga rumah menjadi semakin mahal. Berdasarkan kondisi 
tersebut diatas perbankan membantu konsumen dalam memilih rumah yang 
dikehendaki dan membantu konsumen dalam pembayaran rumah. Konsumen yang 
memiliki kendala keuangan, pihak perbankan dapat membantu dengan suatu 
alternatif pembayaran yaitu sistem Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Beban 
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pembayaran rumah melalui Kredit Pemilikan Rumah (KPR) terasa lebih ringan 
sebab dilakukan dengan angsuran setiap bulannya dan juga suku bunga yang 
ditawarkan sesuai dengan kondisi pasar dan tetap per tahunnya. Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) tidak hanya digunakan pada pembelian rumah baru saja tetapi 
dapat digunakan juga untuk pembelian rumah second / bekas. 
 Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 
Tentang Perbankan, fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dan penyalur 
dana masyarakat ,Berdasarkan ketentuan tersebut dapat terlihat bahwa fungsi 
utama bank sebagai perantara pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of 
founds) dengan pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. 
 Memiliki rumah sendiri sudah menjadi kebutuhan setiap orang. Misalkan 
untuk memiliki rumah akan tetapi mempunyai kendala dalam kondisi keuangan, 
sekarang telah ada solusinya, yaitu melalui bank-bank yang memberikan berbagai 
keleluasaan: 
1. bebas memilih lokasi di lingkungan Real Estate / Non Real Estate, dan 
2. kondisi bangunan baik baru atau secondary; 
3. untuk berbagai macam tujuan: membeli rumah, rumah toko, apartemen atau 
4. untuk pembangunan rumah dan renovasi; 
5. uang muka lebih ringan dan maksimum pembiayaan lebih besar; 
6. jangka waktu lebih panjang sampai dengan 20 Tahun; 
7. dapatkan fleksibilitas membayar cicilan ekstra serta menarik kembali 
pinjaman, tanpa proses ulang dan jaminan tambahan. 
 Pada mekanisme perhitungan dan sistem pembayaran perlu dipahami 
agardapat memilih Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang aman dan sesuai dengan 
kebutuhan mengingat suku bunga yang semakin tinggi sehingga tidak merugikan 
dikemudian hari bila harga cicilan menjadi naik dari harga sebelumnya. Biasanya 
bank berani memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) apabila antara bank dan 
konsumen telah mengadakan pengikatan serta konsumen memenuhi syarat-syarat 
yang ditentukan oleh bank. 
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 Guna mendukung keberlanjutan perkembangan Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian didalam penyaluran 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) oleh bank, dirasakan perlu untuk 
mengembangkan pasar sekunder Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui 
sekuritisasi. Dalam rangka mendukung kelancaran proses sekuritisasi Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR),dipandang perlu untuk mewajibkan bank membakukan 
beberapa proses administrasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sejak tahap awal 
yang dicantumkan didalam Standard Operation Procedure (SOP)Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR). Sehubungan dengan hal tersebut, ditetapkan pengaturan 
sebagaimana tercakup didalam Surat Edaran Nomor 12/38/DPNP Tentang 
Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP)yang pada dasarnya 
merupakan acuan bagi bank untuk menyusun Standard Operation Procedure 
(SOP) Kredit Pemilikan Rumah (KPR). 
 Pengaturan sebagaimana terdapat pada Surat Edaran Nomor 12/38/DPNP 
Tentang Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) ditujukan 
bagi Bank Umum penyelenggara Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pengaturan 
didalam Surat Edaran tersebut yang mewajibkan bank untuk memiliki Standard 
Operation Procedure (SOP) dalam rangka penyaluran Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) yang memuat pembakuan beberapa proses administrasi Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) juga dimaksudkan untuk mendorong bank menyalurkan Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) secara transparan yang pada giliran berikutnya akan 
membantu pengembangan pasar sekunder Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang 
sehat. 
 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta merupakan 
bank yang terkenal dikalangan masyarakat Indonesia dengan salah satu produknya 
yaitu Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Kredit tersebut memberikan kesempatan 
pada warga Indonesia untuk memiliki rumah tanpa membayar tunai. Bank 
penyelenggara Kredit Pemilikan Rumah (KPR) wajib untuk menyalurkan Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) secara berhati-hati di samping tetap memperhatikan 
aspek transparansi. Terdapatnya Standard Operation Procedure (SOP) Kredit 
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Pemilikan Rumah (KPR) akan membantu bank untuk menyalurkan Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) secara berhati-hati dan memperhatikan aspek 
transparansi yang pada giliran berikutnya akan mendorong terdapatnya Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) yang berkualitas.  
 Pada saat memberikan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT. Bank 
Tabungan Negara dalam perjanjian kredit pemilikan rumah menggunakan 
jaminan hak tanggungan guna menjamin kepentingan Pihak Bank pada saat 
debitur tidak melakukan kewajibannya. Pada perjanjian kredit pemilikan rumah 
harus menerapkan asas-asas hak tanggungan diantaranya asas publisitas, asas 
spesialitas, asas tidak dapat dibagi-bagi, asas memberikan kedududukan hak yang 
diutamakan bagi kreditur pemegang hak tanggungan (droid de preference) dan 
asas mengikuti obyek dalam tangan siapapun obyek hak tanggungan itu berada 
(droid de suite). 
  Sasaran utama dari kelahiran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan adalah memberikan ketentuan jelas, persamaan 
pandangan dan penafsiran terutama mengenai masalah perkreditan, hak jaminan 
atas tanah, tentang eksekutorial title, pelaksanaan eksekusi dan lain sebagainya. 
Undang-UndangNomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan bermaksud 
guna memberikan perlindungan yang seimbang dan baik terhadap penerima dan 
pemberi kredit dengan berlakunya lembaga hak jaminan yang kuat serta 
memberikan kepastian hukum. Khusus untuk pengikatan jaminan berupa benda 
tidak bergerak telah diatur dalam Undang-UndangNomor 4 Tahun 1996 Tentang 
Hak Tanggungan. Pengertian hak tanggungan menurut Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan adalah “ hak jaminan yang dibebankan 
pada hak atas tanah.” 
Pada pelaksanaan pemberian Kredit Pemilikan Rumah masih saja 
dijumpai kredit macet di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang 
Surakarta yang mana hal tersebut muncul akibat tidak selarasnya penerapan asas-
asas hak tanggungan yang ada didalam perjanjian dengan yang terjadi 
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dilapangan. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis mengambil judul 
Penulisan Hukum (Skripsi) ini yaitu “PENERAPAN ASAS-ASAS HAK 
TANGGUNGAN DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT 
PEMILIKAN RUMAH (KPR) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 
TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGANDI PT. BANK TABUNGAN 
NEGARA (PERSERO) Tbk. CABANG SURAKARTA.” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang tersebut diatas, penulis merumuskan 
2 (dua) permasalahan yang dikaji lebih lanjut dalam pembahasan penulisan 
hukum (Skripsi) ini. Adapun rumusan masalahanya yaitu : 
1. Apakah penerapan asas-asas hak tanggungan dalam pelaksanaan perjanjian 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. Cabang Surakarta sudah sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan? 
2. Hal apa saja yang menjadi kendala yang dihadapi PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta dalam Penerapan asas pada 
pelaksanaan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dan Bagaimana 
upaya untuk menyelesaikannya? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian tentunya mempunyai tujuan yang jelas dan ringkas 
sehingga memberikan arah pada Penulisnya dalam melakukan penelitian dan 
penulisan hukum (Skripsi). Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Tujuan Obyektif 
a. Untuk mengetahui penerapan asas-asas hak tanggungan dalam 
pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk.  Cabang Surakarta sudah sesuai atau 
tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 
Hak Tanggungan; 
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b. Untuk mengetahui apa sajakah kendala yang dihadapi PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta pada penerapan 
asas-asas hak tanggungan dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) dan upaya PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang 
Surakarta untuk menyelesaikannya; 
 
2. Tujuan Subyektif 
a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dibidang 
hukum perdata serta untuk menerapkan ilmu dan teori-teori hukum 
yang telah penulis peroleh agar dapat memberi manfaat bagi penulis 
dan masyarakat pada umumnya, khususnya dalam penerapan asas-asas 
hak tanggungan dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) pada PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
Cabang Surakarta; 
b. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 
menyusun penelitian untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan 
dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan 
kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang 
didapat dalam penelitian ini adalah: 
1. Manfaat Teoritis 
a.  Diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan penulisan 
hukum (Skripsi) guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar 
kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 
Sebelas Maret Surakarta; 
b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi 
ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penulisan hukum (Skripsi) 
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sejenis untuk tahap berikutnya dan dapat memberikan jawaban atas 
permasalahan yang sedang diteliti; 
b. Manfaat Praktis 
1) diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan 
pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti; 
2) Diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam 
penulisan hukum (Skripsi) ini; 
 
E. Metode Penelitian 
Metode penelitian adalah cara kerja yang digunakan untuk dapat 
memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan sebagai usaha 
untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. 
Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian dapat dirumuskan dengan 
kemungkinan sebagai berikut: 
1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian. 
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan. 
3. Cara tertentu untuk melaksanakan prosedur. (Soerjono Soekanto, 2010 : 5)  
Metode penelitian merupakan cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan 
secara matang dalam rangka untuk mencapai tujuan penelitian, yaitu 
menemukan, mengembangkan atau mengkaji kebenaran suatu pengetahuan 
secara ilmiah atau untuk pengujian hipotesis suatu penelitan. Penelitian hukum 
merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan 
pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa 
gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan 
pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian 
mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul 
dalam gejala yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2010:43). 
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Dalam penelitian ini menggunakan metode : 
1. Jenis Penelitian 
Berdasarkan judul dan perumusan masalah yang diangkat oleh 
penulis, maka penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris dengan 
pendekatan kualitatif. Penelitian hukum empiris mengumpulkan data studi 
lapangan untuk menggambarkan kegiatan di PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. Cabang Surakarta, meneliti penerapan asas-asas hak 
tanggungan dalam perjanjian kredit pemilikan rumah dan meneliti kendala-
kendala yang terjadi dalam proses kredit. Pendekatan kualitatif adalah suatu 
cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang 
dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan juga 
perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari secara utuh (Soerjono 
Soekanto,2010:32), sehingga dapat diperoleh data kualitatif yang 
merupakan sumber data dari deskripsi yang luas, serta memuat penjelasan 
tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. 
2. Sifat Penelitian 
Sifat  penelitian  ini  adalah  deskriptif  analisis.  Deskriptif  yaitu  
dalam penelitian  ini  penulis  bermaksud  untuk  menggambarkan  dan  
melaporkan secara  rinci,  sistematis  dan  menyeluruh  mengenai  segala  
sesuatu  yang berkaitan  dengan  Penerapan asas-asas hak tanggungan dalam 
pelaksanaan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta. Analisis yaitu 
mengelompokkan, menghubungkan  dan  menganalisa  pada  bagaimana  
penerapan asas-asas hak tanggungan dalam pelaksanaan perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  
Cabang Surakarta  dan  kendala  yang  terjadi dalam perjanjian kredit. (Lexy 
J. Moleong, 2005 : 198)   
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3.  Pendekatan Penelitian   
Guna memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang 
terdapat didalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penelitian 
ini menggunakan suatu metode penelitian kualitatif, yaitu pengkajian secara 
logis asas  hukum  jaminan hak tanggungan dihubungkan  dengan  
penerapan asas-asas hak tanggungan dalam pelaksanaan  Perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR)  oleh  Bank  Tabungan  Negara  Cabang  Surakarta  
dan  kendala  yang  terjadi dalam  perjanjian  kredit.  Pendekatan  yang  
digunakan  dalam  penelitian  ini  adalah pendekatan critical theory yaitu 
penelitian ini diharapkan dapat  memberikan saran  dan  kritik  terhadap  
hukum  yang  berlaku  dalam  masyarakat  melalui telaah peristiwa hukum 
yang diteliti (Sanapiah Faisal, 1990 : 2). 
4. Jenis data penelitian 
Data adalah hasil penelitian baik berupa fakta-fakta yang dapat 
dijadikan sebagai sumber informasi, sedangkan informasi adalah hasil 
pengolahan data yang dipakai untuk suatu keperluan. Jenis data yang 
dipergunakan penulis dalam penelitian ini sebagai berikut: 
a. Data Primer 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari 
lapangan yang terdapat pada lokasi penelitian melalui wawancara 
dengan pihak yang bersangkutan untuk memberikan keterangan, dan 
dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan Bapak Sujono 
selaku Mortgage Consumer Landing Unit Head (MCLU Head) ,Ibu 
Belladina selaku Branch Legal Representative, di PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta. 
b.  Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang lebih dahulu dikumpulkan 
dan dilaporkan melalui studi kepustakaan, buku, literature, surat kabar, 
dokumen, Peraturan Perundang-undangan, laporan dan sumber tertulis 
10 
 
 
lainnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti (Soerjono Soekanto 
dan Sri Mamuji, 1979:35) 
5. Sumber Data Penelitian 
Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data 
diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sebagai 
berikut : 
a.  Sumber Data Primer 
Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 
sumber pertama yaitu perilaku masyarakat melalui penelitian (Soerjono 
Soekanto, 2010: 12). Pada penelitian ini, data langsung diperoleh 
melalui wawancara dengan dengan Bapak Sujono selaku Mortgage 
Consumer Landing Unit Head (MCLU Head) ,Ibu Belladina selaku 
Branch Legal Representative, di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk. Cabang Surakarta, yang berkaitan langsung dengan permasalahan 
yang diteliti yakni mengenai penerapan asas-asas hak tanggungan dalam 
pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan rumah menurut Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan di PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta. 
b. Sumber Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah sejumlah keterangan atau fakta-
fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui bahan dokumen, 
Peraturan perundang-undangan, laporan arsip, literature mengenai 
perjanjian, jaminan, kredit, kredit pemilikan rumah dan perbankan serta 
hasil penelitian lainnya yang ada hubungannya dengan penerapan asas-
asas hak tanggungan dalam pelaksanaan perjanjian kredit pemilikan 
rumah menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang 
Surakarta. 
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6. Teknik Pengumpulan Data  
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, 
sebagai berikut: 
a.  Wawancara 
Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh 
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu (Burhan Ashshofa, 
2001 : 95). Suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai 
kedudukan yang berbeda yaitu pencari informasi yang biasa disebut 
dengan pewawancara atau interviewer, dalam hal ini adalah penulis. 
Pihak lain adalah informan atau responden, dalam hal ini adalah para 
pegawai kantor PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  Cabang 
Surakarta dengan Bapak Sujono selaku Mortgage Consumer Landing 
Unit (MCLU Head),Ibu Belladina selaku Branch Legal Representative, di 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta. 
b. studi kepustakaan (Library Research). 
Pengumpulan data dengan memanfaatkan buku mengenai 
perjanjian, jaminan, kredit, kredit pemilikan rumah dan perbankan daftar 
atau tabel, dokumen, Peraturan Perundang-undangan,jurnal, perjanjian 
dan sumber tertulis lainnya untuk memperoleh data sekunder yang 
menunjang kelengkapan penelitian. 
7. Teknik Analisis Data 
Teknis analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan 
hukum (Skripsi) ini adalah teknik analisis data kualitatif. Pada penelitian 
kualitatif sumber data dapat berupa orang, peristiwa, lokasi, benda, 
dokumen, atau arsip. Secara umum terdapat dua model pokok dalam 
melakukan analisis penelitian kualitatif, yaitu : 
a.  Model analisis jalinan atau mengalir (flow model of analysis), dan 
b.  Model analisis interaktif (H. B. Sutopo, 2002 :95). 
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Menurut pendapat H. B. Sutopo metode analisis interaktif adalah tiga 
komponen analisis yang aktifitasnya dapat dilakukan dengan cara interaktif, 
baik antar komponennya maupun dengan proses pengumpulan data, dalam 
proses yang berbentuk siklus. Dalam bentuk ini tetap bergerak diantara tiga 
komponen analisis dengan proses pengumpulan selama kegiatan berlangsung. 
Sesudah pengumpulan data berakhir, penulis bergerak diantara komponen 
analisisnya dengan menggunakan waktu yang masih tersisa bagi penelitinya. 
Ketiga komponen yang dimaksud adalah sebagai berikut: 
a.  Reduksi Data 
Merupakan bagian dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, 
membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur data 
sedemikian rupa sehingga kesimpulan penelitian dapat dilakukan. 
b. Penyajian Data 
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk 
narasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian yang dapat dilakukan. 
Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah sehingga dapat 
menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti. 
 
c.  Penarikan Kesimpulan 
Sejak awal pengumpulan data penulis harus memahami apa arti dari 
berbagai hal yang ingin ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-
peraturan dan pola-pola, pernyataan-pernyataan dan konfigurasi yang 
mungkin, arahan, sebab akibat, dan berbagai proposi, kesimpulan perlu 
diverifikasi agar cukup mantap dan benar-benar dapat di 
pertanggungjawabkan. Agar lebih jelasnya, teknik analisis data dengan 
model interaktif dapat digambarkan dengan skema sebagai berikut : 
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Bagan 1. Komponen-komponen Analisis Model Interaktif (H.B.Sutopo,2002 :34). 
Ketiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan dengan verifikasi dimulai dengan pengumpulan data. Setelah 
pengumpulan data selesai dilakukan maka penulis menarik kesimpulan 
dengan verifikasi sehingga akan dapat memperoleh data yang benar-benar 
dapat menjawab permasalahan yang diteliti. 
8. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi) 
Berdasarkan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika 
penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan dalam penulisan karya 
ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum 
(Skripsi). Adapun sistematika penulisan hukum (Skripsi) terbagi dalam 4 
(empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam 
penulisan hukum (Skripsi) ini adalah sebagai berikut : 
BAB I : PENDAHULUAN 
Bab ini berisi tentang gambaran singkat mengenai keseluruhan skripsi, 
yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan  
penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan 
hukum (Skripsi). 
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BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
bab ini berisi mengenai teori dasar dalam skripsi ini meliputi : tinjauan  
tentang perjanjian, tinjauan  tentang kredit, tinjauan tentang perjanjian kredit, 
tinjauan tentang jaminan, tinjauan tentang hak tanggungan, tinjauan tentang 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR).  
BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Dalam bab ini dijelaskan mengenai : pelaksanaan penerapan asas-asas 
hak tanggungan dalam perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR), kendala 
yang menghambat pelaksanaan sistem perjanjian Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta, dan 
upaya kantor PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta 
untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan sistem perjanjian 
kredit pemilikan rumah di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang 
Surakarta. 
BAB IV : PENUTUP 
Bab ini meliputi : simpulan dan saran 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan Umum Perjanjian 
a. Perjanjian 
Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUH Perdata) disebutkan bahwa: “Perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau 
saling mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”. Menurut 
Pendapat R. Subekti, “perjanjian berasal dari istilah Belanda yaitu 
overeenkomst. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji 
kepada seorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan sesuatu hal” (R. Subekti, 1987:17). 
Menurut Pendapat Abdulkadir Muhammad, “perjanjian adalah 
suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan 
diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan” 
(Abdulkadir Muhammad, 1999:225). Perjanjian adalah suatu peristiwa 
dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu 
saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.  
b. Syarat Sahnya Perjanjian 
 Syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yaitu, untuk sahnya 
perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat: 
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 
3. Suatu hal tertentu 
4. Suatu sebab yang halal 
Menurut pendapat Subekti syarat sahnya perjanjian, sebagai berikut:  
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1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri 
Sepakat adalah bahwa kedua belah pihak yang mengadakan 
perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang 
pokok dari perjanjian yang diadakannya. Apa yang dikehendaki oleh 
para pihak yang satu juga disetujui oleh para pihak yang lain. 
2) Cakap untuk membuat suatu perjanjian 
Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada 
asasnya, setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya, 
adalah cakap menurut hukum. Menurut Pasal 1330 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan sebagai orang-
orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian: 
a) Orang-orang yang belum dewasa  
b) Mereka yang ditaruh dalam pengampuan 
c) Orang perempuan, menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUH Perdata), seorang perempuan yang bersuami, 
untuk mengadakan suatu perjanjian memerlukan bantuan atau 
izin (kuasa tertulis) dari suaminya (Pasal 108 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)), tetapi berdasarkan 
Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 
Perkawinan hak dan kedudukan suami dan istri seimbang dalam 
melakukan perbuatan hukum. 
3) Mengenai suatu hal tertentu 
Mengenai suatu hal tertentu yaituapa yang diperjanjikan 
hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu 
perselisihan. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling 
sedikit harus ditentukan jenisnya. Pada Pasal 1333 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa suatu persetujuan 
harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit 
ditentukan jenisnya. 
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4) Suatu sebab yang halal 
Sebab (bahasa belanda oorza, bahasa latincausa) ini 
dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Harus segera 
dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu 
adalah suatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang 
dimaksud. Jadi, yang dimaksud dengan sebab atau causa dari suatu 
perjanjian adalah isi suatu perjanjian itu sendiri. Pasal 1337 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu suatu sebab 
adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila 
berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum (Subekti, 
2002:17). 
Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat subjektif karena 
mengenai orang-orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian, 
sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat- syarat objektif 
karena mengenai perjanjiannya sendiri atau Obyek dari perbuatan 
hukum yang dilakukan itu. Suatu syarat objektif akan batal demi hukum 
apabila perjanjiannya tidak terpenuhi, Sedangkan apabila pada waktu 
pembuatan perjanjian, ada kekurangan mengenai syarat yang subjektif, 
maka perjanjian itu bukan batal demi hukum, tetapi dapat dimintakan 
pembatalan oleh salah satu pihak. 
c. Asas-Asas Perjanjian 
Di Indonesia, dikenal beberapa asas hukum perjanjian, baik 
yang berkenaan dengan lahirnya perjanjian, isi perjanjian, kekuatan 
megikatnya perjanjian, maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan 
perjanjian itu sendiri. Asas-asas  perjanjian yang diatur dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diantaranya; 
1) Asas kebebasan berkontrak (Freedom Of Contract) 
Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUH Perdata) ayat (1), yang maksudnya adalah setiap 
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orang bebas mengadakan perjanjian apa saja baik yang sudah diatur 
maupun yang belum diatur oleh undang-undang, tapi perjanjian tidak 
boleh bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum, dan 
undang-undang.  
Menurut pendapat Johanes Ibrahim, “kebebasan berkontrak 
merupakan suatu hak dasar karena sifatnya begitu esensial baik 
individu untuk mengembangkan diri dalam kehidupan pribadi dan 
didalam lalulintas kemasyarakatan serta untuk mengindahkan 
kepentingan-kepentingan harta kekayaan, maupun bagi masyarakat 
sebagai satu kesatuan”(Johannes Ibrahim, 2004:16).  
 
2) Asas Konsensualisme(Concensualism) 
Asas konsensualisme mempunyai arti bahwa untuk 
melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya kata sepakat 
(konsensus) megenai hal-hal pokok dari perjanjian. Berdasarkan hal 
tersebut, suatu perjanjian sudah sah apabila hal-hal yang pokok 
sudah disepakati para pihak, sehingga tidak diperlukan formalitas. 
Hukum perjanjian memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para 
pihak untuk membuat perjanjian, yang mengikat mereka sebagai 
undang-undang sepanjang dilakukan melalui kesepakatan para pihak. 
“Suatu kesepakatan lisan di antara para pihak juga dapat mengikat 
mereka, dan karena karena ketentuan umum mengenai kesepakatan 
ini diatur Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata), maka rumusan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUH Perdata) dianggap sebagai dasar asas konsensualitas 
dalam hukum perjanjian” (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 
2003:20) 
 
3) Asas Kepastian Hukum (pacta sunt servanda) 
   Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan pacta sunt 
servanda merupakan asas yang berhubungan dengan akibat 
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perjanjian.Asas kepastian hukum merupakan asas bahwa hakim atau 
pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh 
para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka 
tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang 
dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan 
dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUH Perdata).Asas ini pada mulanya dikenal dalam hukum gereja, 
dalam hukum gereja itu disebutkan bahwa terjadinya suatu 
perjanjian bila ada kesepakatan antar pihak yang melakukannya dan 
dikuatkan dengan sumpah. Hal ini mengandung makna bahwa setiap 
perjanjian yang diadakan oleh kedua pihak merupakan perbuatan 
yang sakral dan dikaitkan dengan unsur keagamaan. 
 
4) Asas Iktikad baik(Good Faith) 
Menurut pendapat Maris Feriyadi, dalam hukum perjanjian 
itikad baik itu mempunyai dua pengertian yaitu, Itikad baik dalam 
arti subyektif, kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan 
hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada 
waktu diadakan perbuatan hukum. Itikad baik dalam arti subyektif 
ini diatur dalam Pasal 531 Buku II Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata ( KUH Perdata) Tentang Kebendaan. Itikad baik dalam arti 
obyektif, yaitu Pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada 
norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 
1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH 
Perdata), dimana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi 
pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut 
melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan. Kepatutan 
dimaksudkan agar jangan sampai pemenuhan kepentingan salah satu 
pihak terdesak, harus adanya keseimbangan. Keadilan artinya bahwa 
kepastian untuk mendapatkan apa yang telah diperjanjikan dengan 
memperhatikan norma-norma yang berlaku. 
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d. Jenis-jenis Perjanjian   
Menurut pendapat Muhammad Abdulkadir ditambahkan  
dengan  pendapat Setiono, perjanjian terbagi ke dalam beberapa 
jenis, dibedakan setiap jenis penggunaannya berdasarkan keperluan 
pembuat perjanjian, seperti :   
1)  Perjanjian cuma-cuma dan dengan beban.   
Menurut  Pasal  1314  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUH Perdata),  perjanjian  cuma-cuma adalah  perjanjian  di  
mana  satu  pihak  memberikan  prestasi  kepada pihak lain tanpa 
menerima suatu keuntungan atau manfaat dari pihak lain,  
misalnya  hibah.  Perjanjian  dengan  beban  adalah perjanjian 
yang mewajibkan para pihak saling berbuat sesuatu, tidak berbuat 
sesuatu atau memberikan sesuatu. (Setiono, 2012 : 72-74)   
2) Perjanjian timbal balik dan sepihak.   
 Perjanjian  timbal  balik  adalah  perjanjian  yang  mewajibkan 
para  pihak  saling  berprestasi  secara  timbal  balik,  misalnya  
jual  beli dan  sewa  menyewa. Perjanjian  sepihak  adalah  
perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu memberikan prestasi 
kepada pihak lainnya, misalnya warisan dan hibah.   
3) Perjanjian bernama dan tak bernama.   
 Perjanjian  bernama  adalah  perjanjian  yang  telah  mempunyai 
nama  tersendiri  yang  dikelompokkan  secara  khusus  dan  
jumlahnya terbatas,  misalnya  jual  beli  dan  sewa  menyewa.  
Perjanjian  bernama di  atur  dalam  Kitab Undang-Undang 
Hukum  Perdata (KUH Perdata)  Bab  V  sampai  Bab  XVIII  dan 
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang(KUHD). Perjanjian  tak  
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bernama  adalah  perjanjian  yang  tidak mempunyai nama 
tersendiri dan jumlahnya tidak terbatas.   
4) Perjanjian obligatoir dan kebendaan.   
Perjanjian obligator adalah perjanjian  yang menimbulkan hak 
dan  kewajiban,  misalnya  dalam  hal  jual  beli,  sejak  ada  
konsensus mengenai  benda  dan  harga,  penjual  wajib  
menyerahkan  benda  dan pembeli  wajib  menyerahkan  harga  
atas  benda,  penjual  berhak menerima  pembayaran  atas  benda  
dan  pembeli  berhak  atas  benda yang  telah  di  bayar.  
Sedangkan  perjanjian  kebendaan  adalah perjanjian untuk 
memindahkan (bezit) kekuasaan atas benda.   
5) Perjanjian konsensual dan riil.   
Perjanjian  konsensual  adalah  perjanjian  yang  terjadinya  itu 
baru  dalam  taraf  menimbulkan  hak  dan  kewajiban  saja  bagi  
para pihak.  Perjanjian  akan  tercapai  apabila  terjadi  
pemenuhan  atas  hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian riil 
adalah perjanjian sekaligus  pemenuhan  atas  hak  dan  kewajiban  
tersebut.  (Abdulkadir Muhammad, 2000 : 227)   
e. Prestasi, Wanprestasi, dan Ganti rugi 
1) Prestasi 
Menurut Ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa “tiap-tiap 
perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat 
sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Kemudian Pasal 1235 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 
menyebutkan: “dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan 
sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk 
menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk 
merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai pada 
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saat penyerahan”. Berdasarkan pasal tersebut di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa dalam suatu perikatan, pengertian “memberi 
sesuatu” mencakup pula kewajiban untuk menyerahkan 
barangnya dan untuk memeliharanya hingga waktu 
penyerahannya.(Hardiyan Rusli, 1999:44) 
 Istilah “memberikan sesuatu” sebagaimana disebutkan 
didalam Pasal 1235 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata( KUH 
Perdata) tersebut dapat mempunyai dua pengertian, yaitu: 
a) Penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang menjadi 
obyek  perjanjian. 
b) Penyerahan hak milik atas barang yang menjadi obyek 
perjanjian, yang dinamakan penyerahan yuridis. 
 Wujud prestasi yang lainnya adalah “berbuat sesuatu” dan 
“tidak berbuat sesuatu”. Berbuat sesuatu adalah melakukan suatu 
perbuatan yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Tidak berbuat 
sesuatu adalah tidak melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana 
juga yang telah ditetapkan dalam perjanjian, manakala para pihak 
telah menunaikan prestasinya maka perjanjian tersebut akan 
berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan. 
Kadangkala ditemui bahwa debitur tidak bersedia melakukan atau 
menolak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah ditentukan 
dalam perjanjian. 
 Salah satu unsur dari suatu perikatan adalah adanya suatu 
isi atau tujuan perikatan, yakni suatu prestasi yang terdiri dari 3 
(tiga) macam: 
a) Memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, 
menyerahkan barang. 
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b) Berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, 
membangun rumah, melukis suatu lukisan untuk pemesan. 
c) Tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian tindak akan 
mendirikan suatu bangunan, perjanjian tidal alan 
menggunakan merk dagang tertentu(hardiyan Rusli, 
1999:45). 
2) Wanprestasi 
Menurut pendapat Djaja S. meliala, wanprestasi artinya 
tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam 
perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam 
suatu perjanjian, dapat disebabkan dua hal, yaitu: 
a) karena kesalahan debitur baik sengaja maupun karena 
kelalaian. 
b) karena keadaan memaksa (overmacht/forcemajeur) (Djaja 
S. Meliala, 2007:101). 
Menurut pendapat R. Subekti ada 4 (empat) keadaan wanprestasi; 
a) tidak memenuhi prestasi 
b) terlambat memenuhi prestasi 
c) memenuhi prestasi secara tidak baik 
d) melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukannya (R.Subekti, 1994:45). 
3) Ganti Rugi 
Menurut ketentuan Pasal 1243 sampai dengan Pasal 
1252 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata) 
mengatur ketentuan tentang ganti rugi yang dapat dituntut oleh 
kreditur dalam hal debitur wanprestasi. Menurut Pasal 1246 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata), ganti 
rugi terdiri dari: 
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a) Kerugian yang senyata-nyatanya diderita. 
b) Bunga dan keuntungan yang diharapkan. 
  Dua macam kerugian ini telah mencakup pengertian biaya, 
rugi dan bunga (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata ( KUH Perdata)) dan harus sebagai “akibat langsung” 
dari wanprestasi (Pasal 1247 dan Pasal 1248 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata)) 
f. Keadaan Memaksa dan Risiko 
1) Keadaan Memaksa (Overmacht) 
Menurut ketentuan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata ( KUH Perdata), dalam keadaan memaksa, 
debitur tidak dapat di pertanggungjawabkan, karena keadaan ini 
timbul di luar kemauan dan kemampuan debitur. Wanprestasi 
karena keadaan memaksa ini dapat terjadi karena: 
a) Obyek perikatan musnah (objectieve overmacht) 
b) Kehendak debitur untuk berprestasi terhalang (relative 
overmacht). 
Objectieve overmacht, karena Obyek perikatan musnah 
sama sekali, maka sifatnya abadi sehingga perikatan menjadi 
hapus (Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata)). Sedang dalam relatieve overmacht, hanya bersifat 
sementara, misalnya kehendak debitur untuk berprestasi terhalang 
karena ada bencana alam atau dalam keadaan perang (Djaja S. 
Meliala, 2007:103). 
2) Risiko 
Risiko adalah kewajiban memikul kerugian yang 
disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu 
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pihak. Misalkan seseorang menjanjikan akan memberikan seekor 
kuda (schenking) dan kuda ini sebelum diserahkan mati karena 
disambar petir. Dari contoh peristiwa tersebut dapat dilihat bahwa 
persoalan risiko itu berpokok pangkal pada terjadinya 
perjanjian.Pokok pangkal pada kejadian yang dalam hukum 
perjanjian dinamakan keadaan memaksa.Persoalan risiko adalah 
buntut dari overmacht, sebagaimana ganti rugi adalah buntut dari 
wanprestasi (Djaja S. Meliala, 2007:104). 
g. Berakhirnya Perjanjian 
 Menurut pendapat R.Setiawan, berakhirnya perjanjian/atau 
hapusnya perjanjian karena; 
1) para pihak menentukan berlakunya perjanjian untuk jangka 
waktu tertentu; 
2) undang-undang menentukan batas waktu berlakunya suatu 
perjanjian (Pasal 1066 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata ( KUH Perdata)); 
3) salah satu pihak meninggal dunia, misalnya dalam perjanjian 
pemberian kuasa (Pasal 1813), perjanjian perburuhan (Pasal 
1603 huruf j), dan perjanjian perseroan (Pasal 1646 ayat (4) 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata)); 
4) salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan 
mengehentikan perjanjian, misalnya dalam perjanjian kerja atau 
perjanjian sewa- menyewa; 
5) karena putusan hakim; 
6) tujuan perjanjian tersebut telah tercapai, misalnya dalam 
perjanjian pemborongan; 
7) dengan persetujuan para pihak(R.Setiawan, 1999:68). 
 
2. Tinjauan Umum Tentang Kredit 
a. Pengertian Kredit 
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Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani (credere) yang berarti 
kepercayaan (truth atau faith).Dasar dari kredit ialah kepercayaan. 
Seseorang atau suatu badan yang memberikan kredit (kreditur) percaya 
bahwa penerima kredit (debitur) di masa mendatang akan sanggup 
memenui segala sesuatu yang telah dijanjikan. Apa yang telah dijanjikan 
itu dapat berupa barang, uang atau jasa (Hasanuddin Rahman, 2005: 12). 
Menurut ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan bahwa kredit adalah 
“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 
yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah 
jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” 
Berdasarkan Pasal 1338 Buku III Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUH Perdata) Tentang Perikatan yang memberikan hak kepada 
para pihak untuk membuat dan melakukan kesepakatan apa saja dengan 
siapa saja, selama mereka memenuhi syarat sahnya perjanjian, dan tidak 
ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak. Pembatasan dalam 
pembebasan berkontrak terdapat dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa suatu tidak boleh bertentangan 
dengan kesusilaan, ketertiban umum dan undang-undang. 
Pengertian kredit dalam Pasal 1 angka 11 dalam Undang-undang 
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, maka sebelum memberikan 
kredit bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap prinsip 5 
(lima) C, yaitu: 
1) Kepribadian (Character) 
Sebelum memberikan kreditnya harus terlebih dahulu 
melakukan penilaian atas karakter calon debitur. 
2) Kemampuan (Capacity) 
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Seseorang yang mempunyai kemampuan yang lebih akan 
dipercaya oleh kreditur dalam memberikan kredit, karena dipandang 
mampu menjalankan usahanya dengan baik. 
3) Modal(Capital) 
Modal yang cukup menunjang dalam melakukan usaha 
merupakan pertimbangan bagi kreditur dalam memberikan kredit, 
karena seseorang kreditur dalam memberikan kredit usaha juga 
memandang modal dari seorang kreditur. 
4) Agunan dan jaminan (Collateral) 
Agunan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan kredut, 
karena suatu perjanjian kredit tidak dapat terjadi tanpa adanya agunan 
sebagai jaminan kredit. 
collateral might also play a role in fueling credit cycles. 
Usually, loan booms are intertwined with asset booms. Rapid 
increases in land, house, or share prices increase the 
availability of funds for those who can pledge such assets as 
collateral. At the same time, the bank is more willing to lend 
since it has an (increasingly worthier) asset to back the loan in 
case of trouble. On the other hand, it could be possible that the 
widespread confidence among bankers results in a decline in 
credit standards, including the need to pledge 
collateral.(Saurina Jesus and Jimenez Gabriel, 2006: 68) 
 
Menjelaskan bahwa jaminan juga memegang peran dalam memicu 
siklus kredit berkaitan dengan penggunaan asset secara besar. Jaminan 
juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, 
maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat 
mungkin. 
5) Kondisi Ekonomi (Condition of Economic) 
Seorang kreditur dalam memberikan kredit harus memandang 
prospek usaha debitur karena mempengaruhi pengembalian dari kredit 
apabila jatuh tempo. 
 the structure of credit market equilibrium under imperfect 
information. Collateralization and credit rationing are 
compared as alternative means to cope with problems of 
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adverse selection and moral hazard. It is shown that lenders 
may use collateral as a self-selection and incentive 
mechanism. Rationing occurs only if the borrowers' 
collaterizable wealth is too small to allow perfect sorting or to 
create sufficiently strong incentives. Whenever there is 
rationing in an equilibrium, some borrowers are charged the 
maximum amount of collateral. 
 (http://ideas.repec.org/2008/05/01/europeaneconomicreview). 
 Terjemahan: 
 Dalam jaminan kredit sering terjadi permasalahan yang terjadi 
didalam struktur keseimbangan pasar kredit yang cacat metode. 
Penjaminan dan perputaran kredit adalah membandingkan sebagai 
cara alternatif untuk menangani masalah pilihan yang merugikan 
dan hasrat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa kreditur mungkin 
menggunakan jaminan sebagai seleksi pribadi dan persyaratan 
mekanisme.Perputaran terjadi jika pembawa jaminan terlalu kecil 
untuk mengikuti pemilahan yang tepat atau untuk membuat 
pesyaratan yang kuat dan berkecukupan.Kapan saja ada perputaran 
dalam keseimbangan, beberapa debitur dipilihkan jumlah yang 
maksimun dari jaminan tersebut. 
b. Unsur-unsur Kredit 
 Banyaknya pengertian yang telah ditulis oleh para ahli diantaranya 
telah dikutip di atas namun landasan selanjutnya, terutama yang 
menyangkut kredit Perbankan, akan berpegang kepada pengertian yang 
dikutip berdasarkan Pasal 1 angka11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 Tentang Perbankan. Menurut pendapat Hasanuddin, pengertian 
kredit mengandung kesamaan apabila dilihat dari unsur-unsurnya, yaitu: 
1) adanya orang/badan yang memiliki uang, barang atau jasa, dan bersedia 
untuk meminjamkannya kepada pihak lain, biasanya disebut kreditur. 
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2) adanya orang/badan sebagai pihak yang memerlukan/meminjam uang, 
barang atau jasa yang biasanya disebut debitur. 
3) adanya kepercayaan kreditur terhadap debitur. 
4) adanya janji dan kesanggupan kreditur terhadap kreditur. 
5) adanya perbedaan waktu, yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, 
barang atau jasa, oleh kreditur dengan saat pembayaran kembali oleh 
debitur (Hasanuddin Rahman, 2005: 17). 
 
c. Penggolongan Kredit 
Penggolongan kredit berdasarkan kolektibilitas kredit digunakan 
untuk menggambarkan kualitas kredit tersebut, menurut Pasal 12 ayat (3) 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/2/PBI/2006 tentang perubahan atas 
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 Tentang Penilaian 
Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit berdasarkan kolektibilitasnya 
dibagi dalam 5 (lima) tahapan, yaitu :  
b. Kredit lancar (pass), yaitu apabila memenuhi kriteria :   
a) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat; dan   
b) Memiliki mutasi rekening yang aktif; atau   
c) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (cash 
collateral).   
2) Kredit dalam perhatian khusus  (special mention), yaitu apabila 
memenuhi  kriteria :  
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum 
melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau   
b) Kadang-kadang terjadi cerukan; atau   
c) Mutasi rekening relatif rendah; atau   
d) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; 
atau   
e) Didukung oleh pinjaman baru.   
3) Kredit kurang lancar (substandard), yaitu apabila memenuhi kriteria :   
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a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 
melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau   
b) Sering terjadi cerukan; atau   
c) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah; atau   
d) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih 
dari 90 (sembilan puluh) hari; atau   
e) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau   
f) Dokumentasi pinjaman yang lemah.   
4) Kredit diragukan (doubtful), yaitu apabila memenuhi kriteria :   
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang 
melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari;   
b) Terjadi cerukan yang bersifat permanen; atau   
c) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari; 
atau   
d) Terjadi kapitalisasi bunga; atau   
e) Dokumen hukum lemah, baik untuk perjanjian kredit/ 
pengikatan jaminan.   
5) Kredit macet (bad-debt), yaitu apabila memenuhi kriteria :   
a) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah 
melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari; atau   
b) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau   
c) Dari segi hukum/ kondisi pasar,  jaminan tidak dapat dicairkan 
pada nilai wajar.  
 
d. Macam-macam Kredit  
Secara  umum  jenis-jenis  kredit  yang  diberikan  oleh  pihak  bank 
terhadap nasabah debitur dapat ditinjau dari berbagai segi :   
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1) Ditinjau dari segi kegunaan    
 
 a)  Kredit investasi   
  Digunakan  untuk  keperluan  perluasan  usaha  atau  membangun 
 proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.   
b)  Kredit modal kerja   
Digunakan untuk  meningkatkanproduksi  dalam  operasionalnya 
(Johannes Ibrahim,2004 :96).   
 
2)  Ditinjau dari segi tujuan penggunaan kredit  
 a) Kredit produktif   
  Kredit  yang  digunakan  untuk  peningkatan  atau  produksi  atau 
investasi, diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa (Johannes 
Ibrahim, 2004 : 96).   
 b) Kredit konsumtif   
  Kredit  yang  diberikan  kepada  debitur  untuk  keperluan  
konsumsi, seperti  kredit  profesi,  kredit  perumahan,  kredit  
kendaraan bermotor, pembelian alat-alat rumah tangga dan 
sebagainya (Munir Fuady, 2002 : 15).   
 c) Kredit Perdagangan   
  Kredit  perdagangan  dikelompokan  dalam  kredit  perdagangan 
dalam  negeri  yang  tidak  mengenal  lintas  batas  dan  kredit 
perdagangan  luar  negeri  atau  yang  lebih  dikenal  dengan  kredit 
ekspor-impor (Johannes Ibrahim, 2004 : 66)   
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3)  Ditinjau dari segi jangka waktu   
 a) Kredit jangka pendek (short term loan) 
  Kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 (satu)Tahun atau 
paling lama 1 (satu)Tahun, umumnya digunakan untuk modal 
kerja. 
b) Kredit jangka menengah (medium term loan)   
  Kredit Jangka Menengah merupakan  kredit  yang  jangka  waktu  
kreditnya  berkisar  antara  1 (satu)Tahun sampai dengan 3 (tiga) 
Tahun, biasanya untuk investasi (Johannes Ibrahim, 2004 : 97).   
 
c) Kredit jangka panjang (long term loan) 
  Kredit Jangka Panjang merupakan  kredit  yang  berjangka  waktu  
lebih  dari  3 (tiga) Tahun, biasanya  untuk  kredit  investasi  yang  
bertujuan  untuk  menambah modal perusahaan dalam rangka 
rehabilitasi dan pendirian proyek baru (Muhammad Djumhana, 
2000 : 377).   
4)  Ditinjau dari segi jaminan   
 a) Kredit dengan jaminan (secured loan)  
  Kredit  yang  diberikan  dengan  suatu  jaminan  yang  
secara  fisik dapat  meyakinkan  bank  akan  kemampuan  debitur  
dalam pengembalian kredit.   
 b)  Kredit tanpa jaminan (unsecured loan) 
  Kredit  yang  tidak  didukung  dengan  jaminan  secara  
fisik. Menjadi  penekanan  adalah  bonafiditas  dan  prospek  
perusahaan (Johannes Ibrahim, 2004:67).   
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3. Tinjauan TentangPerjanjian Kredit 
a. Pengertian Perjanjian Kredit 
Menurut pendapat Mariam Darus Badrulzaman, dinyatakan bahwa 
“perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. 
Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil pemufakatan antara pemberi 
dan penerima pinjaman mengenai hubungan-hubungan hukum antara 
keduanya” (Mariam Darus Badrulzaman, 1991:24). Berpijak pada 
pendapat-pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang 
dimaksud perjanjian kredit adalah suatu perjanjian pendahuluan berupa 
hasil pemufakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak 
debitur mengenai hubungan-hubungan hukum antara keduanya dan 
tunduk pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku seta termuat didalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Perjanjian kredit 
merupakan perjanjian pinjam–meminjam sebagai mana dimaksud dalam 
ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata) yang merumuskan bahwa: “pinjam-meminjam dengan mana 
pihak yang satu memberikan pihak yang lain suatu jumlah tertentu 
barang-barang habis dalam pemakaian, dengan syarat pihak yang 
belakangan akan mengembalikan sejumlah yang sama dan macam serta 
keadaan yang sama pula”. 
b. Sifat Perjanjian Kredit 
Berdasarkan penjelasan diatas, perjanjian kredit adalah perjanjian 
pendahuluan (voorovereenkomst), yaitu pendahuluan dari penyerahan 
uang secara riil, yang merupakan hasil pemufakatan antara kreditur 
dengan debitur mengenai hubungan hukum antar keduanya. Adanya ciri 
“pendahuluan” tersebut, maka perjanjian kredit layak disebut sebagai 
perjanjian yang bersifat konsensuil obligatoir.Hal ini selaras dengan 
pendapat Mariam Darus Badrulzaman, yang mengatakan bahwa 
Perjanjian kredit bersifat konsensuil obligatoir, yang dikuasai oleh 
undang-undang tentang perbankan dan bagian umum Kitab Undang-
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Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).Penyerahan uang bersifat riil. 
Pada saat penyerahan itu dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang 
dituangkan didalam perjanjian kredit pada kedua belah pihak, dengan 
terjadinya penyerahan uang barulah dapat dikatakan perjanian kredit” 
(Mariam Darus Badrulzaman, 1991:16).Berdasarkan sifat konsensuil 
obligatoir pada perjanjian kredit (perjanjian pendahuluan) tersebut, maka 
perjanjian kredit belum dapat terjadi atau lahir atau menimbulkan akibat 
hukum antara pihak kreditur dengan pihak debitur, sebelum tercapainya 
suatu pemufakatan yang di lanjutkan dengan penyerahan uang. 
Penyerahan uang itu sendiri bersifat riil, artinya pada saat Bank selaku 
kreditur menyerahkan uang (kredit), maka dengan serta merta debitur 
akan menerimanya, saat penyerahan uang itulah baru mulai berlaku 
ketentuan perjanjian kredit yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 
4. Tinjauan Tentang Jaminan 
a. Pengertian Jaminan 
Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah Security 
Of Law, zekerheidsstelling, atau zekerheidsrechten. Menurut pendapat J. 
Satrio dalam bukunya “Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia”, 
hukum jaminan diartikan sebagai berikut: “peraturan hukum yang 
mengatur tentang jaminan- jaminan piutang seorang kreditur terhadap 
seorang debitur” (J. Satrio, 2007:3). Menurut pendapat Salim HS dalam 
bukunya “Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia” juga 
mengartikan hukum jaminan sebagai berikut : “keseluruhan dari kaidah-
kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan 
penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk 
mendapatkan fasilitas kredit” (H. Salim HS, 2005:6). Berdasarkan kedua 
definisi mengenai hukum jaminan tersebut, maka unsur-unsur yang 
terkandung dalam pengertian hukum jaminan adalah : 
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1) Adanya kaidah hukum  
Kaidah hukum dalam bidang jaminan, dapat dibedakan 
menjadi 2 (dua) macam, yaitu kaidah hukum jaminan tertulis berupa 
peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi serta 
kaidah hukum jaminan tidak tertulis berupa kaidah hukum yang 
tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. 
2) Adanya pemberi dan penerima jaminan 
Pemberi jaminan adalah orang-orang atau badan hukum yang 
menyerahkan barang jaminan kepada penerima jaminan.Yang 
bertindak sebagai pemberi jaminan adalah orang atau badan hukum 
yang membutuhkan fasilitas kredit dan lazim disebut sebagai 
debitur.Sedangkan penerima jaminan adalah orang atau badan 
hukum yang menerima barang jaminan dari pemberi jaminan dan 
yang bertindak sebagai penerima jaminan ini adalah orang atau 
badan hukum atau biasanya pihak bank yang sering disebut sebagai 
kreditur. 
3) Adanya jaminan 
Pada dasarnya, jaminan yang diserahkan kepada kreditur 
adalah jaminan materiil dan imateriil.Jaminan materiil merupakan 
jaminan yang berupa hak-hak kebendaan, seperti jaminan atas benda 
bergerak dan benda tidak bergerak. Jaminan immaterril merupakan 
jaminan perorangan. 
4) Adanya fasilitas kredit 
Pembebanan jaminan yang dilakukan oleh pemberi jaminan 
bertujuan untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga 
keuangan non bank. Pemberian kredit merupakan pemberian uang 
berdasarkan kepercayaan, dalam arti bank atau lembaga keuangan 
non bank percaya bahwa debitur sanggup untuk mengembalikan 
pokok pinjaman dan bunganya (Rachmadi Usman, 2008:2). 
 Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata) pada Pasal 1131 menyebutkan: “Segala kebendaan si 
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berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang 
sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi 
tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Pasal tersebut 
mengandung prinsip tanggung jawab pihak yang berhutang yang 
disebut debitur, serta kedudukan pihak yang berpiutang yang disebut 
kreditur terhadap tagihan-tagihan debitur, Artinya bahwa seluruh 
harta kekayaan debitur menjadi jaminan seluruh piutang 
kreditur.Inilah yang dimaksud jaminan umum (J. Satrio, 1997:54). 
 Menurut Pasal 1132Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 
(KUH Perdata) menyebutkan:  
“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi 
semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan 
pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut 
besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila 
diantara yang berpiutang itu ada alasan yang sah untuk 
didahulukan”. 
 Pasal tersebut mengandung asas jaminan umum, yaitu 
bahwa kedudukan para kreditur adalah sama tinggi atas tagihan-
tagihan terhadap debitur. Para kreditur tersebut mempunyai hak yang 
sama atas jaminan umum yaitu bahwa seluruh harta kekayaan 
debitur digunakan untuk menjamin hutangnya. Dengan demikian 
setiap kreditur mempunyai kesempatan yang sama mendapatkan 
pelunasan atas piutangnya dengan dibagi secara ponds-ponds, dalam 
arti sesuai dengan besar-kecilnya tagihan masing- masing kreditur (J. 
Satrio, 1997:54). 
 
b. Jenis jaminan 
 Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di 
Indonesia dan berlaku di luar negeri.Menurut Pasal 24 Undang-Undang 
Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ditentukan bahwa “Bank tidak 
akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan.” (Salim HS, 2004:21) 
Menurut pendapat Salim HS, Bentuk jaminan dapat dibedakan menjadi 2 
(dua) macam, yaitu: 
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1) Jaminan yang timbul dari Undang-undang; dan 
2) Jaminan yang timbul dari atau perjanjian (Salim, 2010: 41). 
Jaminan yang timbul dari undang-undang dimaksudkan 
merupakan bentuk-bentuk jaminan yang adanya telah ditentukan oleh 
suatu Undang-undang. Tergolong jaminan yang timbul dari undang-
undang ialah Pasal 1311 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 
Perdata) yang berbunyi sebagai berikut: “Segala kebendaan siberutang, 
baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah 
maupun yang baru akan ada dikemudian hari,menjadi tanggungan untuk 
segala perikatan perseorangan.” 
Adanya ketentuan Undang-undang seperti itu berarti seseorang 
kreditur telah diberikan jaminan yang berupa harta benda dari milik 
debitur tanpa khusus diperjanjikan terlebih dahulu.Namun dengan 
jaminan semacam itu kedudukan kreditur hanyalah merupakan kreditur 
konkuren saja terhadap seluruh kekayaan debitur. 
Bentuk jaminan yang timbul karena perjanjian yang dibuat khusus 
dengan debitur dan kreditur dapat dibedakan antara bentuk jaminan yang 
bersifat kebendaan dan yang bersifat perorangan, yaitu; 
1) Jaminan yang bersifat kebendaan 
Menurut pendapat J.Satrio, jaminan yang bersifat kebendaan 
berupa hak mutlak atas suatu benda tertentu dari debitur yang dapat 
dipertahankan pada setiap orang. Jaminan ini mempunyai ciri-ciri: 
a) Mempunyai hubungan langsung atas bendanya; 
b) Dapat dipertahankan kepada siapapun; 
c) Selalu mengikuti bendanya (droit de suite); 
d) Yang lebih tua mempunyai kedudukan yang lebih tinggi; 
e) Dapat diperalihkan kepada orang lain. (J. Satrio, 2007: 13). 
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 Atas dasar ciri-ciri tersebut maka benda jaminan pada 
jaminan kebendaan harus benda yang dapat dialihkan dan 
mempunyai nilai jual (ekonomis).Pemberian jaminan kebendaan 
selalu berupa menyendirikan suatu bagian menyendirikan dari 
kekayaan seseorang si pemberi jaminan dan menyediakannya guna 
pemenuhan pembayaran hutang seorang debitur tersebut dapat 
berupa kekayaan sendiri (debitur) atau kekayaan seorang ketiga. 
 Jaminan kebendaan meliputi barang bergerak, barang tetap 
(tak bergerak), barang tak berwujud (piutang), Memberikan suatu 
barang dalam jaminan berarti melepaskan sebagian kekuasaan atas 
barang itu. Pada asasnya yang harus dilepaskan adalah kekuasaan 
untuk memindahkan hak milik atas hak benda itu dengan caraapapun 
juga (menjual, menukarkan, menghibahkan). Untuk barang-barang 
bergerak, cara yang paling efektif untuk mencegah barang itu 
dipindahkan hak miliknya oleh debitur adalah menarik barang itu 
dari kekuasaan fisik debitur maka dalam gadai (pand) telah 
ditetapkan oleh Pasal 1152 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUH Perdata), bahwa barang yang diberikan dalam gadai 
harus ditarik dari kekuasaan (fisik) si debitur. 
 Barang tetap (tak bergerak) penguasaan fisik atas 
barangnya tidak relevan untuk pemindahan hak milik, tetapi 
menentukan untuk itu adalah suatu perbuatan administratif (balik 
nama) maka yang perlu dicegah adalah perbuatan administratif yang 
memindahkan hak milik ini. 
2) Jaminan yang bersifat perorangan 
Menurut Pendapat Salim HS, jaminan yang bersifat perorangan 
adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada 
perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur 
tertentu terhadap harta kekayaan debitur seumumnya, ia bahkan dapat 
diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berhutang tersebut. Atau juga 
dapat berarti pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikat diri 
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guna memenuhi utang dari debitur, manakala debitur tidak memenuhi 
janjinya (Salim HS, 2010: 46). 
5. Tinjauan Tentang Hak Tanggungan 
a. Pengertian Hak Tanggungan 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 
Hak Tanggungan memberikan pengertian bahwa: “Hak tanggungan 
adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-
benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk 
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain”.  
Dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud hak tanggungan 
adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu yang 
memberikan kedudukan diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap 
kreditur-kreditur lain. Menurut pendapat J.Satrio :“Hak tanggungan 
termasuk dalam jaminan khusus sebagai salah satu wujud 
memperjanjikan hak jaminan kebendaan hak tanggungan juga memberi 
kedudukan kreditur sebagai preferen dengan kedudukan lebih baik dan 
kewenangan didahulukan dalam mengambil pembayaran kembali 
piutangnya” (J.Satrio, 1997:69). 
Menurut pendapat Ahmad Fauzi, Hak atas tanah yang dapat 
dijadikan jaminan utang dengan dibebani hak tanggungan, tanah yang 
bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebgai berikut: 
1) Dapat dinilai dengan uang, karena utang yang dijamin berupa uang. 
2) Termasuk hak yang didaftar dalam daftar umum, karena harus 
memenuhi syarat publisitas. 
3) Mempunyai sifat dapat dipindahtangankan, karena apabila debitur 
cidera janji benda yang dijadikan jaminan akan dijual dimuka umum. 
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4) Memerlukan penunjukan dengan undang-undang (Ahmad Fauzi, 
S.H.,M.H.2010:95). 
 Hal ini didasarkan pada Bagian Umum Sub 4 Penjelasan 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang 
pada prinsipnya menegaskan bahwa pemegang hak tanggungan juga akan 
mempunyai kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu 
terhadap kreditur-kreditur lain, dalam arti bahwa jika debitur 
wanprestasi, maka kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual 
benda jaminan melalui pelelangan umum menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dan mengambil pelunasan piutangnya. 
Berdasarkan hal tersebut, maka dapat ditambahkan bahwa unsur- unsur 
hak tanggungan itu adalah: 
1) Hak, yaitu hak yang melekat pada individu atau badan hukum atau 
sekelompok kewenangan  yang merupakan satu kesatuan melakukan 
atau tidak melakukan sesuatu hal termasuk di dalamnya mengambil 
tindakan pemilikan dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-
undang. 
2) Hak jaminan yang didasarkan pada Pasal 1132 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu hak yang meberikan kepada 
pemegang hak kedudukan yang lebih baik dari pada kreditur-keditur 
lain 
3) Yang dibebankan, yaitu tindakan yang dimaksud untuk menjadikan 
bidang tanah menjadi jaminan khusus suatu hutang. 
4) Hak atas tanah sebagai yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 
Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yaitu 
bahwa hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah hak 
atas tanah menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 
5) Berikut atau tidak berikut dengan benda-benda yang tidak berkaitan 
dengan tanah, yaitu bahwa pemberian hak tanggungan terhadap hak 
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atas tanah dimungkinkan tidak meliputi benda-benda yang ada di 
atasnya, karena Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tangungan tidak menganut asas “accessie”. 
6) Untuk pelunasan suatu hutang tertentu, yaitu bahwa hak tanggungan 
merupakan hak jaminan yang digunakan untuk menjamin suatu hutang 
dalam perjanjian pokok. 
7) Memberi kedudukan didahulukan terhadap kreditur-krediturlain, yaitu 
hak pemegang hak tanggungan untuk didahulukan dalam mengambil 
pelunasan atas hasil penjualan/ aksekusi benda Obyek Hak 
tanggungan sebagai kreditur preferen terhadap kreditur konkuren. 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan, maka hak tanggunan telah menjadi satu-satunya lembaga 
jaminan hak atas tanah, sehingga ketentuan tentang hipotek sebagaimana 
diatur Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 
Tentang Kebendaandan credietverband sebagaimana diatur dalam S. 
1908 Nomor 542 jo S. 1909 Nomor 586 dan S. 1937 Nomor 190 jo S. 
1937 Nomor 191, sepanjang mengenai tanah beserta benda-benda yang 
berkaitan dengan tanah, dinyatakan tidak berlaku lagi. 
b. Asas-Asas Hak Tanggungan 
1) Droit De Preference adalah hak kreditur pemegang Hak Tanggungan 
untuk menjual lelang harta kekayaan tertentu yang ditunjuk secara 
khusus sebagai jaminan dan mengambil pelunasan piutangnya dari 
hasil penjualan tersebut, jika debitur cidera janji. Dalam pengambilan 
pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut kreditur pemegang 
Hak Tanggungan mempunyai hak mendahulu daripada kreditur yang 
lain.  
2) Droit De suite. Hak Tanggungan tetap membebani obyek Hak 
Tanggungan di tangan siapapun benda tersebut berada. Ketentuan ini 
berarti bahwa kreditur pemegang Hak Tanggungan tetap berhak 
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menjual lelang benda tersebut, biarpun sudah dipindahkan haknya 
kepada pihak lain.  
3) Tidak dapat dibagi-bagi. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUHT menyatakan 
Hak Tanggungan membebani obyek-obyek tersebut secara utuh, jika 
kreditnya dilunasi secara anggsuran, Hak Tanggungan yang 
bersangkutan tetap membebani setiap obyek untuk sisa utang yang 
belum dilunasi. Sifat tidak dapat dibagi-bagi dapat disimpangi, yaitu 
apabila Hak Tanggungan dibebankan pada rumah susun atau beberapa 
hak atas tanah dengan syarat harus diperjanjikan secara tegas dalam 
Akta Pemberian Hak tanggugan yang bersangkutan, bahwa pelunasan 
hutang yang dijamin dapat dilakukan dengan cara angsuran yang 
besarnya sama dengan nilai Hak Milik atas satuan rumah susun yang 
merupakan bagian rumah susun yang dijaminkan atau nilai masing-
masing hak atas tanah yang merupakan bagian obyek Hak 
Tanggungan, yang akan dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, 
dengan ketentuan bahwa kemudian Hak Tanggungan itu hanya 
membebani sisa obyek Hak Tanggungan untuk menjamin sisa hutang 
yang belum dilunasi.  
4) Asas pemisahan horizontal. Pembebanan Hak Tanggungan atas 
sebidang tanah tidak dengan sendirinya meliputi bangunan, tanaman 
dan hasil karya yang dibangun diatasnya. Pembebanan jaminan atas 
tanah tanpa diikuti dengan bangunan, tanaman dan hasil karya yang 
dibangun diatasnya berarti Hak Tanggungan hanya membebani tanah 
saja. Jika pembebanan Hak Tanggungan meliputi tanah berikut 
bangunan, tanaman dan hasil karya yang dibangun diatasnya harus 
ditegaskan dalam akta. Walaupun pemilik bangunan, tanaman dan 
hasil karya yang dibangun diatasnya bukan pemilik tanah akan tetapi 
dimungkinkan untuk dapat menjaminkannya dalam rangka 
memperoleh kredit yang diminta pemilik tanah.  
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5) Accessoir. Kelahiran, eksistensi, peralihan, eksekusi dan hapusnya 
Hak Tanggungan ditentukan oleh adanya peralihan dan hapusnya 
piutang yang dijamin. Tanpa adanya piutang tertentu yang secara 
tegas dijamin pelunasannya tidak akan ada Hak Tanggungan.  
6) Asas spesialitas. Dalam akta pembebanan Hak Tanggungan selain 
nama, identitas dan domisili kreditur dan debitur wajib disebut juga 
secara jelas dan pasti piutang yang mana yang dijaminkan beserta 
jumlahnya atau nilai tanggungannya. Juga diuraikan secara jelas dan 
pasti mengenai benda-benda yang ditunjuk menjadi obyek Hak 
Tanggungan. 
7) Asas publisitas. Agar adanya Hak Tanggungan tersebut, siapa kreditur 
pemegangnya, piutang yang mana dan berapa jumlahnya yang 
dijamin serta benda-benda yang mana yang dijadikan jaminan, dengan 
mudah dapat diketahui pihak yang berkepentingan, wajib didaftarkan 
pada Kantor Pertanahan setempat, dengan dibukukan dalam Buku 
Tanah Hak Tanggungan dan disalin catatan tersebut pada 
sertifikatnya.  
c. Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan 
1) Pemberi Hak Tanggungan 
   Menurut Ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan  menentukan, bahwa pemberi 
hak tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang 
mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan terhadap 
obyekhak tanggungan yang bersangkutan. Obyek hak tanggungan 
adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai 
atas tanah Negara, sejalan dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan itu yang dapat 
menjadi pemberi hak tanggungan adalah orang perseorangan atau 
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badan hukum yang dapat mempunyai hak milik, hak guna usaha, hak 
guna bangunan, dan hak pakai atas tanah Negara. Pemberi hak 
tanggungan adalah pihak debitur dan pihak lain yang memiliki hak 
milik atas tanah. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, disebutkan bahwa: 
“Debitur adalah pihak yang berhutang dalam suatu hubungan 
hutang-piutang”. 
   Terhadap mereka yang akan menerima hak tanggungan, 
haruslah memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (2)Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang menentukan, 
bahwa kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap 
obyekhak tanggungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 
tersebut diatas harus ada pada pemberi hak tanggungan pada saat 
pendaftaran hak tanggungan dilakukan, karena lahirnya hak 
tanggungan adalah pada saat didaftarnya hak tanggungan tersebut.  
2) PemegangHak Tanggungan 
 Pemegang hak tanggungan adalah pihak kreditur. Menurut 
ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan, disebutkan bahwa: “Kreditur adalah 
pihak yang berpiutang dalam suatu hubungan hutang-piutang”. 
Menurut pendapat J. Satrio, “Kreditur yang dimaksud di sini adalah 
kreditur yang berhubungan dengan hak tanggungan, dengan 
demikian disebut dengan kreditur penerima hak tanggungan” (J. 
Satrio, 1997:99). Penerima hak tanggungan, yang sesudah dilakukan 
pemasangan hak tanggungan akan menjadi pemegang hak 
tanggungan yang adalah kreditur dalam perikatan pokok. 
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d. Obyek Hak Tanggungan  
Pada dasarnya obyek hak tanggungan adalah tanah sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan 
Dasar Pokok-Pokok Agraria. Adapun hak atas tanah yang dapat 
dibebani dengan hak tanggungan ini, menurut ketentuan Pasal 4 ayat(1) 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 
adalah: 
1) Hak Milik. 
2) Hak Guna Usaha. 
3) Hak Guna Bangunan. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, obyek hak tanggungan atas 
tanah diperluas lagi termasuk bangunan, tanaman dan karya selain 
benda-benda yang dapat dibebani hipotek. Jelaslah bahwa yang dapat 
dibebani hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha, dan hak 
guna bangunan, serta hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria, termasuk hak guna bangunan di atas hak milik dan hak guna 
bangunan di atas hak pengelolaan, ditambah tanah-tanah yang berasal 
dari konversi hak adat juga dapat dibebani hak tanggungan, sebab pada 
dasarnya obyek hak tanggungan adalah hak atas tanah menurut 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang 
menyatakan bahwa: “Apabila obyek hak tanggungan berupa hak atas 
tanah yang berasal dari konversi hak lama yang telah memenuhi syarat 
untuk didaftrakan akan tetapi pendaftarannya belum dilakukan, 
pemberian hak tanggungan dilakukan bersamaan dengan permohonan 
pendaftaran hak atas tanah yang besangkutan”. 
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Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (3) tersebut merupakan 
pengecualian atas prinsip bahwa obyek hak tanggungan adalah tanah-
tanah menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 
Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang terdaftar dan dapat 
dipindahkan. Pengecualian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan 
praktek berupa kemudahan bagi para golongan ekonomi lemah yang 
membutuhkan kredit, sedangkan benda jaminan yang dipunyai satu-
satunya adalah bidang tanah adat yang belum bersertifikat. 
e. Eksekusi Hak Tanggungan 
Salah satu sifat hak tanggungan adalah mudah dan pasti 
pelaksanaan eksekusinya. Kemudahannya tersebut yaitu dengan 
diberikannya kedudukan istimewa kepada kreditur pemegang hak 
tanggungan berupa hak droit de preference dan droit de suite. kreditur 
pemegang hak tanggungan mempunyai hak untuk mengambil pelunasan 
piutangnya dari hasil penjualan obyek yang dijadikan jaminan, lebih 
dahulu daripada kreditur-kreditur yang lain. Kalau ada bagian harta 
kekayaan yang dijadikan jaminan dipindahkan kepada pihak lain, tetap 
bagian itu terbebani hak tanggungan, dan tetap dapat dijual guna 
melunasi piutang kreditur pemegang hak tanggungan sebagaimana 
disebut dalam Pasal 1 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 Tentang Hak Tanggungan.  
Eksekusi hak tanggungan maksudnya adalah apabila kredit 
bermasalah dan debitur tidak dapat melunasi hutangnya sesuai dengan 
perjanjian kredit, maka (kreditur) pemegang hak tanggungan 
mempunyai hak dan dapat menggunakan Sertifikat Hak Tanggungan 
beserta asli sertifikat yang memuat catatan tentang hak tanggungan 
tersebut untuk menjual obyek hak tanggungan melalui pelelangan 
umum menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-
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undangan yang berlaku dan kreditur berhak mengambil seluruh atau 
sebagian dari hasil penjualannya untuk pelunasan piutangnya. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 
Hak Tanggungan telah memperkenalkan ada 3 (tiga) cara eksekusi hak 
tanggungan, yaitu : 
1) Parate Eksekusi Hak Tanggungan  
Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan ketentuan parate eksekusi mengacu pada ketentuan 
Pasal 6 jo Pasal 20 bahwa apabila debitur menjual obyek hak 
tanggungan melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan 
piutangnya dari hasil penjualan tersebut. Dalam kaitannya dengan 
pelaksanaan parate eksekusi hak tanggungan, berdasarkan ketentuan 
Pasal 6 jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
TentangHak Tanggungan terdapat beberapa perbedaan pendapat dari 
kalangan praktisi hukum. 
Menurut pendapat J.Satrio, hak untuk menjual atas kekuasaan 
sendiri obyek hak tanggungan kalau debitur wanprestasi merupakan 
pelaksanaan hak eksekusi yang disederhanakan, yang sekarang 
diberikan oleh undang-undang sendiri kepada kreditur pemegang hak 
tanggungan Pertama.Arti bahwa pelaksanaan hak seperti ini tidak 
usah melalui pengadilan dan tidak perlu memakai prosedur hukum 
acara karena pelaksanaan hanya digantungkan pada syarat debitur 
wanprestasi padahal kreditur sendiri baru membutuhkan kalau 
debitur wanpestasi.Kewenangan seperti ini tampak sebagai hak 
eksekusi yang selalu siap ditangan kalau dibutuhkan. Itu sebabnya 
eksekusi yang demikian disebut parate eksekusi (J.Satrio, 2007: 32). 
Menurut pendapat Andi Agusta krediturdapat menggunakan 
wewenang menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri 
tanpa persetujuan dari debitur diperlukan janji dari debitur 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang 
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Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Janji tersebut 
dicantumkan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).Janji 
ini bersifat fakultatif, artinya tidak mempunyai pengaruh terhadap 
sahnya akta.Dengan dimuatnya janji tersebut dalam Akta Pemberian 
Hak Tanggungan (APHT) yang kemudian didaftar pada Kantor 
Pertanahan, maka janji tersebut mempunyai kekuatan mengikat pada 
pihak ketiga. Umumnya janji tersebut bersifat fakultatif, tetapi ada 
janji yang wajib dicantumkan yaitu yang disebut dalam Pasal 11 ayat 
(2) huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggunganbahwa pemegang hak tanggungan Pertama mempunyai 
hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan 
apabila debitur cidera janji. Janji tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi 
melengkapi dan karenanya harus dihubungkan dan merupakan satu 
kesatuan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1996 Tentang Hak Tanggungan. Janji tersebut diperlukan untuk 
persyaratan yuridis dalam melaksanakan hak pemegang hak 
tanggungan yang ditetapkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan (Andi Agusta, 2005: 41). 
Sebenarnya prosedur paling cepat dalam penyelesaian kredit 
bermasalah adalah kreditur langsung memiliki barang jaminan tanpa 
harus menjualnya kepada pihak lain, tetapi hal ini secara jelas 
dilarang dalam undang-undang yaitu Pasal 12 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, bahwa janji yang 
memberikan kewenangan kepada pemegang hak tanggungan untuk 
memiliki obyek hak tanggungan apabila debitur cidera janji, batal 
demi hukum. 
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2) Eksekusi Titel Eksekutorial Hak Tanggungan 
Pengertian titel eksekutorial adalah kekuatan untuk 
dilaksanakan secara paksa dengan bantuan dan oleh alat-alat negara. 
Grosse keputusan hakim dan grosse akta pengakuan hutang yang 
dibuat oleh seorang notaries mempunyai kekuatan eksekusi. Jadi, pada 
dasarnya yang dapat dieksekusi adalah keputusan pengadilan dan akta 
otentik tertentu (J.Satrio. 2007:43). 
Kaitannya dengan hak jaminan atas tanah dengan hak 
tanggungan ini dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan 
(APHT) dan Sertifikat Hak Tanggungan. Sertifikat Hak Tanggungan 
yang memuat irah- irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang 
Maha Esa” memiliki kekuatan eksekusi yang sama dengan putusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku 
sebagai pengganti grosse akta hipotik sepanjang tentang hak atas 
tanah. 
Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat 
Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji, makakreditur dapat 
mengeksekusi obyek hak tanggungan atas perintah Ketua Pengadilan 
Negeri. Jika mengacu pada ketentuan Pasal 224 HIR/258 Rbg 
mengenai eksekusi, untuk dapat dikatakan mempunyai kekuatan 
eksekusi yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, maka diperlukan titel eksekutorial sehingga 
Sertifikat Hak Tanggungan yang merupakan tanda bukti adanya hak 
tanggungan, dibubuhi irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa” (Andi Agusta,2005: 52). 
 
3) Penjualan sukarela dibawah tangan 
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, mengatur adanya 
kemungkinan dilakukan penjualan di bawah tangan. Hal ini dilakukan 
apabila diperkirakan dalam penjualan dimuka umum (pelelangan) tidak 
50 
 
 
akan menghasilkan harga tertinggi. Dengan penjualan dibawah tangan, 
dimaksudkan untuk mempercepat penjualan obyek hak tanggungan 
dengan harga penjualan tertinggi yang menguntungkan semua pihak. 
Menurut pendapat Mariam Darus Badrukzaman ,pelaksanaan 
penjualan dibawah tangan yang diatur dalam Pasal 20 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, 
hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat, sebagai berikut : 
a) Hal tersebut disepakati oleh pemberi dan pemegang hak 
tanggungan 
b) Pelaksanaan penjualan dapat dilakukan setelah lewat satu bulan 
sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan/atau pemegang 
hak tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
c) Diumumkan sekurang-kurang dalam dua surat kabar harian yang 
beredar di daerah yang bersangkutan dan/atau media massa 
setempat yang jangkauannya meliputi tempat letak obyek hak 
tanggungan yang bersangkutan. 
d) Tidak ada pihak yang menyatakan keberatan. Persyaratan yang 
dimaksud dalam ayat ini adalah untuk melindungi pihak-pihak 
yang berkepentingan, misalnya para pemegang hak tanggungan dan 
pemberi hak tanggungan(Mariam Darus Badrulzaman, 2009: 106). 
 
f. Hapusnya Hak Tanggungan 
Hapusnya hak tanggungan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 
18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 
yang menyatakan bahwa hapusnya hak tanggungan, karena: 
1) Hapusnya hutang yang dijamin oleh hak tanggungan. 
2) Dilepaskannya hak tanggungan oleh pemegang. 
3) Pemberian hak tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh 
Ketua Pengadilan Negeri. 
4) Hapusnya hak atas tanah yang dibebani hak tanggungan. 
51 
 
 
Hapusnya hak tanggungan membawa akibat dicoretnya (diroya) 
hak tanggungan dalam Buku Tanah.Pencoretan dimaksud adalah 
pencatatan hapusnya hak tanggungan pada Buku Tanah dengan 
pembatalan Sertifikat Hak Tanggungan yang didasarkan pada 
pernyataan tertulis pihak kreditur bahwa piutang yang dijamin dengan 
hak tanggungan yang bersangkutan telah hapus.Selain terhadap hak 
tanggungan yang bersangkutan telah hapus. Selain terhadap Hak 
Tanggungan, pencoretan juga dilakukan terhadap Buku Tanah dan 
sertipikat hak atas tanah yang semula dijadikan jaminan, sehingga 
sertipikat hak atas tanah yang sudah dicoret dikembalikan kepada 
debitur pemberi hak tanggungan atau pihak ketiga pemberi hak 
tanggungan. 
 
Pencoretan hak tanggungan diatur Pasal 22 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, yang secara ekplisit 
menjelaskan bahwa setelah hak tanggungan hapus sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18, maka Kantor Pertanahan mencoret catatan 
hak tanggungan pada Buku Tanah hak atas tanah dan sertipikatnya. 
Adanya pencoretan itu, maka sertipikat hak tanggungan yang 
bersangkutan ditarik dan bersama-sama dengan Buku Tanah dinyatakan 
tidak berlaku lagi. Penjelasan ayat ini, dinyatakan bahwa pencoretan 
hak tanggungan hanya bersifat ketertiban administrasi saja, dan tidak 
mempunyai pengaruh hukum terhadap hak tanggungan yang sudah 
dihapus tersebut. 
6. Tinjauan Tentang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
a. Pengertian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
 Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  merupakan  sebagian  dari  fasilitas 
kredit  yang  ditujukan  langsung  kepada  konsumen  yang  terdiri  atas 
berbagai strata dalam masyarakat. Berhubung ditujukan langsung kepada 
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konsumen, jenis kredit ini dinamakan kredit konsumtif (Johannes 
Ibrahim, 2004 : 224). Di Indonesia, saat ini dikenal ada 2 (dua) jenis 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR):   
 
1) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi   
Suatu  kredit  yang  diperuntukan  kepada  masyarakat 
berpenghasilan  menengah  ke  bawah  dalam  rangka  memenuhi 
kebutuhan  perumahan  atau  perbaikan  rumah  yang  telah  
dimiliki.Bentuk subsidi yang diberikan berupa : Subsidi meringankan 
kredit dan  subsidi  menambah  dana  pembangunan  atau  perbaikan  
rumah.  Kredit  subsidi  ini  diatur  tersendiri  oleh  Pemerintah,  
sehingga  tidak setiap  masyarakat  yang  mengajukan  kredit  dapat  
diberikan  fasilitas ini.  Secara  umum  batasan  yang  ditetapkan  oleh  
pemerintah  dalam memberikan  subsidi  adalah  penghasilan  
pemohon  dan  maksimum kredit yang diberikan.Faktor-faktor  yang  
cukup  berpengaruh  dalam  realisasi  Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
bersubsidi antara lain Tingkat  suku  bunga  kredit  yang  cukup  
tinggi,  tidak  pernah berada  dibawah  10%  per  Tahun.  Hal  ini  
sangat  memberatkan masyarakat  yang  ingin  mengambil  kredit  
pemilikan  rumah. Beban angsuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
yang harus mereka bayarkan tiap bulan cukup  besar,  dan  bagi  
masyarakat  berpenghasilan  rendah,tingkat  suku  bunga  tersebut  
masih  sulit  dijangkau  meskipun dengan  subsidi  sekalipun. 
Tingginya  suku  bunga  kredit merupakan implikasi dari otoritas 
moneter, dalam hal ini Bank Indonesia guna merespon laju inflasi 
yang cukup tinggi. Pada tahun 2015 suku bunga kredit sudah menurun 
menjadi 5% per tahun.  Berdasarkan hal tersebut diharapkan 
meningkatkan minat calon-calon debitur untuk memiliki rumah 
subsidi. Selain itu  adanya  kesenjangan  sumber  pendanaan  
pembiayaan perumahan,  pada  umumnya  pihak  perbankan  masih  
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enggan untuk  ikut  serta  dalam  program  penyaluran  Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR)  bersubsidi.    
2)  Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Non Subsidi   
Suatu Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang diperuntukan bagi 
seluruh masyarakat. Ketentuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
ditetapkan oleh bank, sehingga penentuan besarnya kredit  maupun  
suku  bunga  dilakukan  sesuai  kebijakan  bank  yang 
bersangkutan(http://www.bi.go.id/MemilikiRumahSendiriDenganKPR , 
diakses 15 September 2015 pukul 12.12).   
Hal ini seperti yang terdapat dalam jurnal internasional yang 
berjudul  A  Research  Study  of  Customer  Preferences  in  the  
HomeLoans  Market:  
The  Mortgage  Experience  of  Greek  Bank. International  
Research  Journal  of  Finance  and Economics, yang 
menyatakan bahwa : Commercial  and  other  credit  institutions  
offer  various mortgage loan programs with different interest 
rates. Home loans  at  fixed  rates  that  ensure  security  from  
interest  rate fluctuations  and  the  scheduling  of  paid  
installments  by  the client, low-interest loans for the first years, 
home loans with variable interest rate for more daring clients 
who search for lower  interest  rates,  and  home  loans  with  
interest  rates according  to  inter-banking  Euro  rates  and  the  
intervening EU interest rate plus incremental payment ((John 
Mylonakis, 2007 : 154).   
  (Komersial  dan  lembaga  kredit  yang  lain  menawarkan 
bermacam-macam  program  pinjaman  berhipotek  (jaminan) 
dengan  suku  bunga  yang  berbeda-beda.  Kredit  rumah  pada 
suku  bunga  pasti,  yang  diyakinkan  dengan  keamanan  dari 
fluktuasi  suku  bunga  dan  jadwal  pembayaran  cicilan  oleh 
pembeli,  bunga  yang  rendah  untuk  pinjaman  selama  satu 
Tahun,  kredit  rumah  dengan  suku  bunga  berdasarkan  tarif 
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inter-banking  Euro  dan  campur tangan  dari  suku  bunga 
ditambah pembayaran bunga tambahan).   
b. Karakteristik Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) memiliki dua karakteristik ditinjau 
dari hubungan antara nasabah debitur dengan pengembang/developer dan 
nasabah debitur dengan bank dalam kaitannya dengan pembiayaan. 
1)  Hubungan antara nasabah debitur dengan pengembang/developer 
 Hubungan  antara  nasabah  debitur  dengan pengembang/developer  
membentuk  perikatan  diantara  keduanya. Walaupun  untuk  
transaksi  ini  memperoleh  fasilitas  kredit  dari  dari  bank, nasabah 
debitur tidak dapat menyerahkan  sepenuhnya hal ini pada  bank.  
Sikap  kehati-hatian  nasabah  debitur  harus  diarahkan secara  tepat  
dengan  kejelian  mendalam  sehingga  nasabah  debitur tidak  perlu  
mengeluarkan  energi  dan  waktu  untuk  komplain  atas 
ketidakpuasannya  terhadap  pengembang. Tetap  harus  
memperhatikan hal-hal sebagai berikut :   
a)  Lokasi pengembang/developer strategis atau tidak   
b)  Rencana induk atau master plain.   
c)  Infrastruktur, sarana dan fasilitas.   
d)  Pelayanan purna jual.   
e)  Status hukum tanah dan bangunan.   
Antara  pengembang/developer  dengan  nasabah  debitur  akan 
menyepakati :   
a) Fasilitas pembiayaan atas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang 
dimohonkan melalui bank dan  pembayaran  uang  muka  atau  
down payment yang harus diserahkan pada pengembang/ 
developer sesuai dengan jadwal yang disepakati bersama. 
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b) Penandatangan akta jual beli dan pengurusan atas pemecahan 
sertifikat  induk  atas  nama  pengembang  menjadi  nama  
nasabah debitur  sesuai  dengan  kavling  yang  dipilih  nasabah  
debitur.  Pada saat  melakukan  transaksi  jual  beli  hingga  
kepengurusan sertifikat, biasanya pihak pengembang telah 
menyiapkan Pejabat Pembuat  Akta  Tanah  (PPAT)  yang  
ditunjuk  (Johannes Ibrahim, 2004 : 230-232).   
2)  Hubungan nasabah debitur dengan bank   
 Hubungan  nasabah  debiturKredit Pemilikan Rumah 
(KPR)  dan  bank,  dimulai  saat nasabah  debiturKredit Pemilikan 
Rumah (KPR)  mendatangi  pihak  bank  untuk  memperoleh 
fasilitas  kredit  bagi  pembiayaan  untuk  pemilikan  rumah  yang 
disediakan pihak bank. Dalam mengajukan ini, nasabah 
debiturKredit Pemilikan Rumah (KPR) harus memperhatikan: 
 
a) Fasilitas yang dapat diperoleh nasabah debiturKredit Pemilikan 
Rumah (KPR) 
 Mengajukan  fasilitas  Kredit Pemilikan Rumah (KPR) nasabah  
debiturKredit Pemilikan Rumah (KPR)  harus  menyediakan  
uang  muka  atau  down payment minimal yang dipersyaratkan 
oleh pihak bank. Sisa  kewajiban  yang  harus  diselesaikan  
terhadap  pihak pengembang adalah merupakan pagu atau 
plafond kredit yang dimohonkan.  Pada saat  mengajukan  
fasilitas  kredit  ini, pendapatan  yang  menjadi  persyaratan,  
baik  dari  gaji  yang diperoleh bagi karyawan atau keuntungan 
yang diperoleh bagi seorang wiraswasta.    
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b)  Hak dan Kewajiban nasabah DebiturKredit Pemilikan Rumah 
(KPR) 
Menurut pendapat Johannes Ibrahim Hak  dan  
kewajiban  nasabah  debiturKredit Pemilikan Rumah (KPR)  
adalah  berbanding  kebalikannya dengan hak dan kewajiban 
bank yang dituangkan dalam  perjanjian  kredit, dalam  
perjanjian  kredit,  hak  dan  kewajiban tersebut terdiri atas: 
 (1) fasilitas  kredit  yang  diberikan  oleh  pihak  bank  kepada 
debitur  sebesar  yang  disetujuinya,  tujuan  penggunaan 
kredit ditegaskan untuk pembelian tanah dan bangunan;   
(2) suku  bunga  pinjaman  yang  ditetapkan  pada  saat 
penandatanganan  perjanjian  kredit.  Suku  bunga  ini 
dihitung  dengan  berbagai  cara  sesuai  dengan 
kebijaksanaan bank masing-masing. Besarnya suku bunga 
akan  menentukan  angsuran  bulanan.  Suku  bunga  kredit 
tidak  berlaku  tetap,  karena  bank  mencantumkan  
klausula “besarnya  angsuran  sewaktu-waktu  dapat  
berubah  sesuai dengan  besarnya  tingkat  suku  bunga  
pinjaman  atau sebesar  yang  dicantumkan  oleh  bank  dan  
diberitahukan  secara tertulis kepada debitur”.    
(3) Pembayaran  kredit  konsumtif  dilakukan  secara  
angsuran, yang  disesuaikan  dengan  Tanggal  
penandatanganan  akta perjanjian kredit dan setiap 
keterlambatan akan dikenakan denda  yang  dihitung  
berdasarkan  setiap  keterlambatan tersebut;   
(4) Penyerahan atas tanah dan banguna yang dibiayai sebagai 
jaminan  bank  dan  akan  diikat  dengan  Hak  Hanggungan. 
Atas  jaminan  tersebut,  konsumen  tidak  diperkenankan 
57 
 
 
untuk menyewakan kepada pihak lain, dijual atau dengan 
cara apapun juga dibebankan atau dialihkan kepada pihak 
lain  tanpa  persetujuan  tertulis  dari  pihak  bank  
(Johannes Ibrahim, 2004 : 232-233).   
Fomat permohonan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) masing-masing bank  dapat  berbeda-beda  satu  sama  
lain.  Formulir  permohonan  tersebut ditujukan  kepada  kator  
cabang  bank  yang  dimaksud  ataupun  kantor pusatnya. 
Selanjutnya dicantumkan besarnya jumlah kredit yang 
dimohon,tujuan penggunaan kredit, lokasi rumah yang akan 
dibeli, harganya, berapa dan sendiri yang sudah disiapkan dan 
jangka waktu kredit yang dimohon.   
Menurut pendapat Warman Djohan pada  bagian  penutup  
dari  surat  permohonan  Kredit  Pemilikan  rumah ditulis  tempat  
dan  Tanggal,  bulan,  Tahun  permohonan  diajukan, 
ditandatangani sendiri olah pemohon dan pada bagian kiri 
dibubuhi pula tanda  tangan  persetujuan  dari  istri/suami  
pemohon.  Data  pertimbangan yang diajukan meliputi:   
a) Nama  pemohon,  umur,  alamat  rumah,  Nomor  telepon,  
status kepemilikan rumah yang ditempati apakah sewa atau 
milik sendiri (Hak  Milik,  HGB,  Hak  Pakai),  Nomor  
KTP/SIM  pemohon, Nomor NPWP, status perkawinan dan 
jumlah tanggungan;   
b) Pekerjaan  pemohon,  nama  dan  instansi  tempat  bekerja,  
jenis profesi,  jabatan,  alamat  kantor  dan  Nomor  telepon,  
lamanya bekerja/bila  kurang  dari  2  Tahun  dicantumkan  
nama  perusahaan  tempat bekerja sebelumnya;   
c) Data  istri/suami,  nama,  umur,  Nomor  KTP,  pekerjaan,  
nama perusahaan tempat bekerja sebelumnya;   
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d) Penjelasan apakah pemohon mempunyai pinjaman kepada 
pihak III/bank, nama  banknya, jumlahnya, tujuan  penggunaan  
kredit, angsuran perbulan dan jangka waktunya;   
e) Keterangan  mengenai  hubungan  pemohon  dengan  bank, 
mempunyai rekening giro, deposito atau tabungan;   
f)  Data  kekayaan  pemohon,  apakah  telah  memiliki  rumah  
pribadi atau belum (Warman Djohan, 2000 : 177-178).  
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B. Kerangka Pemikiran 
 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan 
 
    
Penerapan Asas-Asas Hak Tanggungan 
 dalam Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
di PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
Cabang Surakarta 
 
 sesuai        Tidak sesuai 
 undang-undang       Undang-undan 
 
 
 
kendala yang dihadapi 
 
 
upaya penyelesaian 
 
Bagan 2. Kerangka pemikiran  
sumber: penulis 
 
Keterangan kerangka pemikiran : 
 Perkembangan ekonomi yang begitu pesat mengikuti perkembangan 
jaman, mempengaruhi banyak hal terutama dari segi keuangan masyarakat. 
Semakin banyak masyarakat Indonesia yang konsumenris dengan menghalalkan 
berbagai cara untuk memperoleh barang kebutuhan terutama rumah. Kredit 
menjadi menjadi salah satu solusi yang ditempuh masyarakat untuk memenuhi 
kebutuhan tersebut.Kredit sebagai salah satu produk bank dalam jasa dengan 
menawarkan berbagai kemudahan yaitu kredit dengan agunan dan kredit tanpa 
agunan.Pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di PT.Bank Tabungan 
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Negara (Persero) Tbk.Cabang Surakarta termasuk kredit dengan agunan atau 
jaminan salah satunya menggunakan jaminan hak tanggungan. 
 Pada pelaksanaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dalam penerapan-nya 
menggunakan asas-asas yang terdapat dalam hak tanggungan tersebut, namun  
terdapat kendala yang di hadapi oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
Cabang Surakarta salah satunya adalah kredit macet.Untuk mengatasi kendala 
yang terjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta 
melakukan upaya penyelesaian kendala baik dengan cara non litigasi maupun cara 
litigasi. 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Hasil Penelitian 
 
1. Tinjauan Umum Tetang PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  
a. Sejarah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. bermaksud untuk 
mendidik masyarakat agar gemar menabung, pemerintah hindia belanda 
melalui koninklijk besluit Nomor. 27 Tanggal 16 Oktober 1897 
mendirikan postspaar bank yang kemudian terus hidup dan berkembang 
serta tercatat hingga Tahun 1939 telah memilki 4 (empat) cabang yaitu 
Jakarta, Medan, Surabaya, Dan Makassar. pada Tahun 1940 kegiatannya 
terganggu, sebagai akibat penyerbuan jerman atas netherland yang 
mengakibatkan penarikan tabungan besar-besaran dalam waktu yang 
relative singkat (rush). namun demikian keadaan keuangan postspaar 
bank pulih kembali pada Tahun 1941.  
Tahun 1942 hindia belanda menyerah tanpa syarat kepada 
pemerintah jepang.jepang membekukan kegiatan Postspaar Bank dan 
mendirikan Tyokin Kyoku sebuah bank yang bertujuan untuk menarik 
dana masyarakat melalui tabungan. usaha pemerintah jepang ini tidak 
sukses karena dilakukan dengan paksaan. Tyokin Kyoku hanya 
mendirikan satu cabang yaitu cabang Yogyakarta. 
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) 17 Agustus 
Tahun 1945 telah memberikan inspirasi kepada Bapak Darmosoetanto 
untuk memprakarsai pengambilalihan Tyokin Kyoku dari Pemerintah 
Jepang ke Pemerintahan Republik Indonesia (RI)  dan terjadilah 
penggantian nama menjadi Kantor Tabungan Pos. Bapak Darmosoesanto 
ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (RI)  menjadi direktur 
yang pertama. tugas pertama Kantor Tabungan Pos adalah melakukan 
penukaran uang jepang dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Tetapi 
kegiatan Kantor Tabungan Pos adalah tidak berumur panjang, karena 
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agresi belanda (Desember 1946) mengakibatkan didudukinya semua 
kantor, termasuk kantor cabang dari Kantor Tabungan Pos hingga Tahun 
1949. saat kantor tabungan pos dibuka kembali (1949), nama Kantor 
Tabungan Pos diganti menjadi Bank Tabungan Republik Indonesia (RI). 
Sejak kelahirannya dan sampai berubah nama bank tabungan pos 
Republik Indonesia (RI), lembaga ini bernaung di bawah kementrian 
perhubungan.  
Banyak kejadian bernilai sejarah sejak Tahun 1950 tetapi yang 
substansif bagi sejarah BTN adalah dikeluarkannya Undang-Undang 
Darurat Nomor.9 Tahun 1950 Tanggal 9 Februari 1950 yang mengubah 
nama Postspaarbank In Indonesia berdasarkan staatblant Nomor. 295 
Tahun 1941 menjadi Bank Tabungan Pos dan memindahkan induk 
kementrian dari Kementrian Perhubungan ke Kementrian Keuangan di 
bawah menteri urusan Bank Sentral. walaupun dengan Undang-Undang 
Darurat tersebut masih bernama Bank Tabungan Pos, tetapi Tanggal 
09Februari 1950 ditetapkan sebagai hari dan Tanggal lahir PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk. NamaPT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. didasarkan pada Perpu Nomor. 4 Tahun 1963 Tanggal 22 
Juni 1963 yang kemudian dikuatkan dengan Undang-UndangNomor.2 
Tahun 1964 Tanggal 25 Mei 1964. 
Penegasan status PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
sebagai bank milik negara ditetapkan dengan Undang-UndangNomor. 20 
Tahun 1968 Tanggal 19 Desember 1968 yang sebelumnya PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk. Menjadi BNI unit v. jika tugas utama 
saat pendirian postspaarbank (1897) sampai dengan PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk. (1968) adalah bergerak dalam lingkup 
penghimpunan  dana masyarakat melalui tabungan, maka sejak Tahun 
1974 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. ditambah tugasnya yaitu 
memberikan pelayanan kpr dan untuk pertama kalinya penyaluran KPR 
terjadi pada Tanggal 10 Desember 1976. karena itulah Tanggal 10 
Desember diperingati sebgai hari KPR bagi BTN.  
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Bentuk hukum PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
mengalami perubahan lagi pada Tahun 1992, yaitu dengan 
dikeluarkannya PP Nomor. 24 Tahun 1992 Tanggal 29 April 1992  yang 
merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 
bentuk hukum btn berubah menjadi perusahaan perseroan. Sejak itu 
nama btn menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  dengan 
call name bank PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Berdasarkan 
kajian konsultan independent. price waterhouse coopers, pemerintah 
melalui menteri bumn dalam surat Nomor s544/m-mbu/2002 Tanggal 21 
Agustus 2002 memutuskan Bank PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk. sebagai bank umum dengan fokus bisnis pembiayaan perumahan 
tanpa subsidi (http: // www. btn. co. id / Tentang – Kami / Sejarah – Bank 
– PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  . aspx, diakses pada 
Tanggal 27 September 2015 Pukul 17.04 WIB). 
b. Visi dan Misi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.   
Visi dari PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. adalah 
menjadi Bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan dan 
mengutamakan kepuasan nasabah. Sedangkan Misi dari PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk. adalah : 
1) Memberikan pelayanan unggul dalam pembiayaan perumahan dan 
industri yang terkait, serta menyediakan produk dan jasa perbankan 
lainnya.  
2) Menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia yang 
berkualitas dan professional dan memiliki integritas yang tinggi. 
3) Meningkatkan keunggulan kompetitif melalui inovasi berkelanjutan 
sesuai dengan kebutuhan nasabah.  
4) Melaksanakan manajemen perbankan yang sehat sesuai dengan 
prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Government untuk 
meningkatkan Shareholder Value. 
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5) Memperdulikan kepentingan masyarakat dan lingkungan 
(http://www.btn.co.id/Tentang-Kami/Visi-Misi.aspx, diakses pada 
Tanggal 30 September 2015 Pukul 12.00 WIB). 
c. Struktur Organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.   
Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang sangat 
penting dalam suatu lembaga, fungsinya adalah untuk menetapkan 
wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing anggota / karyawan. 
Dalam struktur organisasi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk.terdapat pemisahan fungsi front office dan back office. Perbedaannya 
ialah: 
1) Setiap unit kerja akan mempunyai tanggung jawab, wewenang dan 
alur laporan yang jelas.  
2) Fungsi-fungsi umum hanya dikerjakan oleh satu unit. Adapun 
struktur organisai PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  dapat 
dilihat dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagan 3. Strukur Organisasi 
Sumber :http://www.btn.co.id/Tentang-Kami/Struktur-Organisasi.aspx 
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d. Bidang Usaha PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.   
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. mempunyai berbagai 
produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk-produk itu 
diantaranya adalah : 
1) Produk Dana : 
Tabungan yang terdiri dari Tabungan BTN  Batara, Tabungan BTN  
Prima, Tabungan BTN  Payroll, BTN  Junior, Tabungan BTN Juara, 
Tabungan BTN   e'BATARAPOS, TabunganKu, Tabungan BTN  
Haji – Reguler, Tabungan BTN Haji – Plus, Tabungan BTN  Batara 
Pensiunan. 
a) Deposito yang terdiri dari Deposito BTN  danBTN  Valas. 
b) Giro yang terdiri dari Giro BTN dan Giro BTNValas. 
2) Produk Kredit : 
a) Kredit Konsumer yang terdiri dari Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR)BTN  Sejahtera FLPP, Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR)BTN Platinum, KPA BTN , Kredit Agunan Rumah, Kring 
BTN , Kredit Ruko BTN. , Kredit Bangun Rumah, Kredit 
Swadana BTN, PRR-BTN  Jamsostek, PUM-KB BTN  
Jamsostek, TBUM BAPERTARUM, TBM BAPERTARUM, 
dan PUMP - Kerjasama Bank. 
b) Kredit Komersial yang terdiri dari Kredit Yasa Griya / Kredit 
Konstruksi, Kredit Modal Kerja - Kontraktor (KMK-
Kontraktor), Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), 
Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Usaha Mikro dan Kecil 
(KUMK), Kredit Linkage dan Non Cash Loan : Garansi Bank. 
3) Jasa dan Layanan : 
a) Kartu Kredit BTN 
b) Kartu Debit BTN 
c) Kiriman Uang 
d) INKASO 
e) Safe Deposit Box 
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f) Money Changer 
g) Bank Garansi 
h) Payment Point 
i) Real Time Gross Settlement (RTGS) 
j) BTN  Payroll 
k) SPP Online BTN  
l) Western Union 
m)  iMobile BTN 
n) BTN Prioritas (http://www.btn.co.id/Produk/Produk-Jasa.aspx, 
diakses pada Tanggal 27 September 2015 Pukul 19.45 WIB) 
Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sujono yang menjabat 
selaku Mortgage Consumer Landing Unit Head (MCLU Head) dan Ibu 
Belladina Putri selaku Branch Legal Representative, prosedur 
pemberian Kredit Pemilikan Rumah diawali dari: 
1)  Produk Kredit Beserta Syaratnya di PT.Bank  Tabungan  Negara 
(Persero) Tbk. Cabang Surakarta.   
  PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang 
Surakarta mempunyai  beberapa produk  kredit,  salah  satunya  
Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Pada saat pengajuan 
permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk. Menetapkan beberapa syarat yang harus 
dipenuhi oleh calon pemohon. Adapun  jenis-jenis  Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR)  tersebut antara lain :   
(1) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi   
 Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  bersubsidi  adalah  
kredit  yang  diberikan  kepada keluarga  atau  rumah  tangga  
yang  baru  pertama  kali  memiliki rumah  dan  termasuk  
dalam  kelompok  sasaran  masyarakat berpenghasilan  
rendah. Subsidi  diberikan kepada kelompok sasaran  baik  
yang  berpenghasilan  tetap  maupun  yang berpenghasilan  
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tidak  tetap  yang  memenuhi  persyaratan  untuk memperoleh 
kredit sesuai dengan ketentuan bank.   
 Kredit  Pemilikan  Rumah (KPR)  merupakan  
fasilitas  kredit  yang dimiliki PT.Bank  Tabungan  Negara 
(Persero) Tbk. sebagai  produk  kredit  dalam bidang  
perumahan  rakyat.  Menurut  Pasal  2  ayat  4  dalam 
perjanjian  kredit,  kredit  pemilikan  rumah  adalah  kredit  
yang diberikan  oleh  bank  kepada  nasabah  debitur  untuk  
digunakan membeli rumah dan atau berikut tanah guna 
dimiliki dan dihuni atau dipergunakan sendiri. 
  Syarat Pengajuan Permohonan Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) Subsidi, yaitu: 
(1) Belum pernah memiliki rumah/hunian;   
(2) Belum pernah menerima subsidi perumahan; 
(3) Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat 
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang 
Pribadi sesuai dengan  peraturan  perundang-undangan  yang  
berlaku.  Bila penghasilan  calon  nasabah    debitur  lebih  
besar  daripada  Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP);   
(4) Baru  memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan    
belum  mempunyai  kewajiban pelaporan SPT Tahunan, tidak 
diwajibkan menyerahkan SPT Tahunan Orang Pribadi;   
(5) Penghasilan / gaji pokok maksimal Rp. 2.500.000,00 (Brosur 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  Cabang Surakarta)   
(2) Kredit Griya Utama   
 Kredit  Griya  Utama  adalah  Kredit  Pemilikan  
Rumah(KPR) diperuntukkan  bagi  pemohon/calon  nasabah  
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debitur  yang memenuhi  persyaratan  dan  dengan  tujuan  
penggunaan  untuk  membeli tanah dan bangunan. Maksimal 
kredit griya utama yang dapat  diberikan  adalah  sebesar  
80%  untuk  nasabah  debitur  non-kolektif dan sebesar 90% 
untuk nasabah debitur kolektif. Besaran tersebut adalah dari 
harga jual setelah discount atau nilai taksasi pasar  wajar  
yang  dilakukan  oleh  penilai  (appraisal).   
(3) Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Platinum   
Kredit  dengan  peruntukkan  pembelian  rumah,  baik  
untuk pembelian rumah baru, rumah lama, ready stock, 
maupun indent dengan  maksimal  kredit  lebih  dari  Rp.350  
juta  dan  jangka  waktunya  adalah  maksimal  15  Tahun 
dengan  sistemsuku bunga anuitas. Suku bunga anuitas adalah 
modifikasi dari perhitungan kredit bunga efektif. Modifikasi 
ini dilakukan untuk mempermudah nasabah dalam membayar 
per bulannya, karena angsuran tiap bulannya sama.  
Maksimal  kredit  sampai  90%  untuk  nasabah  debitur 
kolektif  dan  80%  untuk  nasabah  debitur  non-kolektif  dari  
harga jual  setelah  diskon  atau  harga  pasar  wajar  
berdasarkan nilai taksasi oleh appraisal, nilai taksasi adalah 
perkiraan harga pasar yang dilakukan penafsiran oleh pihak 
bank.  Maksimal  agunan  perbulan  sebesar  70%  dari 
penghasilan bersih setelah dipotong biaya hidup.   
  Syarat  Pengajuan  Permohonan  Kredit  Griya  Utama  
(KGU)  dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Platinum:   
(1) Karyawan/pegawai tetap   
(a) Mengisi form permohonan Kredit Griya Utama  (KGU), 
surat kuasa potong gaji, keterangan instansi;   
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(b) Fotocopi  identitas  diri  (KTP,  Kartu  Keluarga,  Surat 
Nikah);   
(c) Fotocopi identitas kerja ( Kartu Pegawai, SK, NIP, Slip 
Gaji, keterangan instansi);   
(d) Fotocopi  tabungan  BATARA  (Brosur  PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk. cabangSurakarta).   
(2)  Wiraswasta/pegawai tidak tetap   
(a) Mengisi form permohonan Kredit Griya Utama (KGU);   
(b) Fotocopi  identitas  diri  (KTP,  Kartu  Keluarga,  Surat 
Nikah);   
(c) Fotocopi tabungan BATARA;   
(d) SIUP/TDP/NPWP;   
(e) Akta pendirian perusahaan/anggaran dasar perusahaan;   
(f) Neraca/laba-rugi/kwitansi penjualan;   
(g) SPT  tahunan/surat  keterangan  penghasilan  tidak  tetap 
minimal dari Kepala Desa (Brosur PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk.  Cabang Surakarta). 
2)  Tahapan  Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di  PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk.  Cabang Surakarta 
   Berdasarkan  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis  di  
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  Cabang Surakarta yang 
dilaksanakan pada Bulan September 2015  serta wawancara  dengan  
Bapak  Sujono  selaku  Mortgage Consumer Landing Unit Head 
(MCLU Head) PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  Cabang 
Surakarta yang dilaksanakan pada Tanggal 14 September 2015 pukul 
16.00 WIB, diperoleh hasil penelitian berupa data Prosedur  Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) dibagi  dalam  beberapa tahap yaitu 
sebagai berikut:   
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a)  Pengajuan Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
Pengajuan  permohonan  Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  
pada  Bank  Tabungan  Negara cabang Surakarta diajukan 
secara tertulis dan dilakukan langsung oleh calon nasabah 
debitur dengan melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan  
oleh  PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang 
Surakarta  sebagaimana  yang  telah  disebutkan  diatas.  Calon  
nasabah debitur  harus  mengisi  form  permohonan  sebagai 
berikut :   
(1) Formulir data Pemohon,   
Form  ini  berisi  tentang  identitas  pemohon,  antara  lain  
data pribadi, data pekerjaan, data suami atau istri, data 
pekerjaan suami  atau  istri,  data  penghasilan,  data  kredit,  
data  agunan,  dan informasi tambahan mengenai pemohon.   
(2) Surat kepada pimpinan Instansi atau Perusahaan Pemohon   
Form ini berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tempat 
kerja  pemohon  baik  instansi  pada  pemerintah  maupun 
perusahaan swasta.   
(3) Rincian penghasilan untuk pemohon berpenghasilan tetap  
Form  ini  berisi  tentang  hal-hal  yang  berkaitan  dengan 
penghasilan pemohon.   
(4) Kuasa Pemotongan Gaji   
Form ini berisi tentang  kuasa  calon nasabah debitur kepada 
kreditur  bahwa  calon  nasabah  debitur  atau  pemohon  
telah menguasakan    kepada  kreditur  dalam  hal  ini  adalah  
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta  
untuk  melakukan  pemotongan  gaji  calon  nasabah  debitur 
pada instansi tempatnya bekerja.   
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(5) Keterangan mengenai rumah dan pengembang /developer   
Form  ini  berisi  data  rumah  yang  akan  dibeli  oleh  
pemohon dari pengembang, form ini tidak hanya diisi oleh 
calon nasabah debitur  akan  tetapi  juga  oleh  pihak  penjual  
rumah  atau developer.   
b)  Penilaian Berkas Permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
 Setelah  calon  nasabah  debitur  menyerahkan  berkas-
berkas permohonan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada 
bagian loan service PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  
Cabang Surakarta, kemudian  akan  dilakukan  pengecekan  
kelengkapan  berkas permohonan  kredit.  Tujuannya  adalah  
untuk  mengetahui  apakah berkas yang diajukan sudah lengkap 
sesuai persyaratan di atas dan sudah  benar.  Jika  menurut  
bagian  loan  service  belum  lengkap atau  cukup  maka  calon  
nasabah  debitur  diminta  untuk  segera melengkapinya terlebih 
dahulu.   
c)  Wawancara dan survey di lapangan (on the spot)   
Setelah  berkas-berkas  permohonan  Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR)  lengkap,  bagian loan service  juga  akan  
mengambil  langkah  untuk  secara langsung  melakukan  
wawancara.  Jenis  pertanyaan  yang  diutarakan pada saat 
wawancara berkisar pada kelengkapan data mengenai  identitas  
calon  nasabah  debitur,    besarnya  gaji (dicocokan dengan slip 
gaji), pekerjaan, lamanya bekerja, jumlah tanggungan, motivasi 
atau tujuan mengajukan permohonan Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) dan pertanyaan lain yang diangap perlu untuk 
mengetahui dengan baik tentang calon nasabah debitur.   
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Calon  nasabah  debitur  yang  mengajukan  permohonan 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  dibagi  menjadi  dua,  yaitu  
yang  berprofesi  sebagai karyawan/pegawai  tetap  dan  
wiraswasta/pegawai  tidak  tetap. Terhadap calon nasabah 
debitur karyawan/pegawai tetap, apabila perusahaan tempatnya 
bekerja bonafide maka tidak perlu dilakukan survey  di  tempat  
kerjanya,  tinggal  ditelepon  saja  menyakan  mengenai 
kebenaran apakah calon nasabah debitur tersebut benar bekerja  
disitu.  Apabila  perusahaan  tempat  kerja  calon  nasabah 
debitur  tersebut  tidak  dapat dipercaya dengan baik (bonafide) 
maka  perlu  diadakan  pemantauan langsung  di  kantor  
tersebut.  Terhadap  calon  nasabah  debitur wiraswasta/pegawai  
tidak  tetap,  harus  dilakukan  pemantauan  secara langsung, 
yang dilakukan oleh bagian loan administration.   
d)  Analisis Persetujuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
 Setelah  berkas-berkas  permohonan  Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR),  hasil  wawancara dan hasil pemantauan (survey) 
on the spot yang dilakukan  Loan Administration telah  
diserahkan  kepada  bagian  Consumer  Financing  Analyst, maka 
bagian tersebut menyelidiki dan menganalisis permohonan Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR)  calon  nasabah  debitur.  Kebijakan  
analisis  kredit  yang digunakan dalam Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR) dengan menggunakan analisis kemampuan calon  nasabah  
debitur  dalam  mengangsur  Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  
kedepannya, dilihat  dari  watak/karakter  dan  kemampuan  dari  
calon  nasabah debitur  yang  disimpulkan  dari  hasil  wawancara  
terkait  cara bersikap,  tingkah  laku,  pengalaman-pengalaman  
pinjaman  yang  terdahulu, juga dilihat dari agunannya layak tidak 
untuk jaminan.   
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 Langkah  lain  yang  dilakukan  dengan  mengecek  melalui  
BI checking atau yang dikenal dengan Sistem Informasi debitur 
(SID) dilihat  trackrecord  calon  nasabah  debitur  dalam  
melakukan pinjaman kredit di bank lain, melakukan konfirmasi 
penghasilan calon  nasabah  debitur  kepada  bendahara  
tempatnya  bekerja, meneliti  jaminan  sertifikat  tanah  dengan  
koordinasi  dengan notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, 
memeriksa ijin-ijin lokasi perumahan. Keseluruhan tersebut 
dirangkum menjadi Paket Analisa Kredit (PAK). 
e)  Keputusan Kredit   
 Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan apakah 
kredit  akan  disetujui  atau  ditolak,  apabila  pihak  calon  
nasabah debitur  telah  mampu  memenuhi  persyaratan-
persyaratan  sebelumnya  dan  pihak  bank  merasa  yakin  bahwa  
calon  nasabah debitur  telah  memenuhi  seluruh  persyaratan  
maka  bank  akan menyetujui  permohonan  kredit  dan  
mempersiapkan  administrasinya.  Apabila  disetujui  permohonan  
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  tersebut maka diterbitkan Surat 
Penegasan Penerimaan Persetujuan Kredit (SP3K), namun apabila 
ditolak maka diterbitkan surat tolakan.   
f)  Realisasi Kredit   
Tahap  ini  merupakan  kelanjutan  dari  diterimanya 
permohonan  Kredit Pemilikan Rumah (KPR),  sebelum  akad  
kredit  calon  nasabah  debitur dipersyaratkan untuk 
menyediakan sejumlah dana untuk melunasi biaya  sebelum  
akad  kredit  yang  terdiri  dari  provisi,  biaya Notaris/Pejabat 
Pembuat Akta Tanah/legal  fee  (jika  ada),  dan  biaya  lainnya  
yang  akan ditentukan  kemudian  hari.  Setelah  calon  nasabah  
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debitur  memenuhi dana yang dipersyaratkan oleh pihak bank  
selanjutnya calon nasabah debitur menandatangani akad kredit.   
g)  Pencairan kredit   
Setiap  permohonan  kredit  yang  disetujui  bank  dalam  
prakteknya pencairan  kredit  ini  berupa  pembayaran  secara  
tunai  dan/atau pemindahbukuan rekening kredit. Cara 
pencairan kredit yang lain adalah menggunakan  cek  atau  giro  
bilyet.  Semua  cara  tersebut  diberikan  bukti pembukuan  
beserta  duplikatnya  atas  penyerahan  sejumlah  uang  kepada 
debitur. Apabila dicairkan pada rekening pinjaman, maka 
akandiberikan paraf pegawai PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. Cabang Surakarta sebagai bukti verifikasi. 
h)  Pelunasan kredit   
Merupakan  suatu  kewajiban  bagi  debitur  dalam  
pembayaran angsuran  sampai  kredit  lunas  sesuai  nominal  
yang  diperjanjikan. Pelunasan  adalah  dipenuhinya  semua  
kewajiban  kredit  terhadap  bank yang  berakibat  hapusnya  
ikatan  perjanjian  kredit.  Jumlah  kredit  para debitur 
dipengaruhi oleh besarnya kredit pokok, suku bunga bank, 
denda jika  ada  dan  administrasi  lain.  Nasabah  pun  
diwajibkan  mengembalikan lembar-lembar  cek  atau  giro  
bilyet  yang  tersisa  bagi  yang  memiliki rekening giro. 
Bagian  loan service PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk.  Cabang Surakarta akan melayani pembayaran angsuran 
sampai kredit lunas dan melayani semua kebutuhan debitur  
yang  lain.  Setelah  kredit  sudah  lunas  sesuai  yang  
diperjanjikan dalam perjanjian kredit maka debitur berhak atas 
dokumen yang menjadi agunan.  Tatacara  pelunasan  kredit,  
antara  lain:  mengisi  formulir  pelunasan; petugas PT. Bank 
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Tabungan Negara (Persero) Tbk.  Cabang Surakarta menulis 
identitas diri debitur dalam  buku  register;  membayar  sisa  
kredit  ke  bagian  teller;  dan  debitur menerima  dokumen  
agunan  setelah  memperoleh  tanda  bukti  pelunasan kredit,  
kemudian  menandatangani  berita  acara  serah  terima  
agunan bermaterai.   
3) Bentuk dan Isi Perjanjian Kredit DiPT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. Cabang Surakarta 
Asas kebebasan berkontrak yang berlaku dalam Hukum 
Perjanjian mengisyaratkan para pihak untuk dapat memperjanjikan 
hal-hal apa saja yang menurut mereka diperlukan sepanjang tidak 
menyimpang dari ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata). Alasan inilah yang membuat materi 
perjanjian kredit tidak memiliki formulasi yang standar.Isi dari 
perjanjian kredit sangat bervariasi, namun lazimnya terdapat 
klausula-klausula pokok yang dianggap penting untuk sebuah 
perjanjian kredit.Penulismenganalisa klausula-klausula  pokok  
yang terdapat  dalam  rumusan Perjanjian  Kredit  Pemilikan  
Rumah (KPR)  di PT. Bank  Tabungan  Negara (Persero) Tbk. 
cabang  Surakarta,  yang  dapat  disajikan  sebagai berikut:   
(1)  Klausula-klausula  tentang  syarat-syarat  penarikan  kredit 
pertama kali (predisbursement clause), termuat dalam Pasal 
1 tentang  ketentuan  pokok  perjanjian  kredit  dan  Pasal  6  
tentang provisi, Provisi adalah Biaya administrasi bank 
yang di kenakan saat mengambil Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR). Maksud yang tersurat dalam klausula ini yaitu, 
nasabah debitur  harus  memenuhi  persyaratan-persyaratan  
yang ditetapkan  oleh  bank  sebagai  tindakan  kehati-
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hatian  sebelum fasilitas  Kredit  Pemilikan  Rumah  
dicairkan  atau  ditarik  oleh nasabah debitur, meliputi :   
(a) Pembayaran biaya-biaya kredit terdiri dari provisi dan 
biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya;   
(b)  Ketersediaan  nasabah  debitur  untuk  mengikatkan  
diri memberikan  jaminan-jaminan  yang  diperlukan  
untuk mendukung  fasilitas  Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR)  sesuai  dengan  jaminan  yang persyaratan  
berupa  tanah  dan  bangunan  yang  dibiayai dengan 
fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR);   
(c)  Bank  mendapatkan  hak  prioritas  atas  jaminan  kredit  
yang diserahkan  oleh  nasabah  debitur.  Apabila  
nasabah  debitur tidak  dapat  mengembalikan  kredit  
yang  diperolehnya  dari  bank,  sebagai  langkah  
terakhir  bank  dapat  mengeksekusi jaminan yang 
diberikan nasabah debitur;   
(d) Jaminan-jaminan  yang  diserahkan  kepada  bank  telah 
dilaksanakan  penutupan  asuransi  kredit,  untuk 
meminimalisir risiko yang terjadi diluar kesalahan 
nasabah debitur  ataupun kreditur.   
(2) Klausula-klausula  tentang  maksimum  kredit  (amount  
clause), termuat dalam Pasal 3 tentang jumlah pokok kredit. 
Pemberian plafond  kredit  merupakan  batas  maksimum  
pemberian  kredit oleh  bank.  Khusus  untuk  fasilitas  
Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  ditarik  secara  sekaligus  
dan  seketika,  dan  langsung dibayarkan  ke  rekening  
developer  yang  dituju,  baik  pada  bank yang sama 
maupun rekening di bank lain sesuai permintaan dari 
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pengembang  (Johannes  Ibrahim:2004:245).  Pada 
prakteknya  tidak  semua  langsung  dibayarkan  ke  
rekening developer,  ada  yang  masih  ditahan  oleh  pihak  
bank  sebagai  jaminan  agar  developer  melaksanakan  
semua  kewajibannya dahulu,  hal  ini  dilakukan  guna  
untuk  melindungi  nasabah debitur dari developer. 
(3) Klausula-klausula  tentang  jangka  waktu  kredit,  termuat  
dalam  Pasal  5  tentang  jangka  waktu  dan  jatuh  tempo  
kredit.  Maksud yang termuat dalam klausula ini yaitu, 
bank memberikan jangka waktu untuk penggunaan fasilitas 
Kredit Pemilikan Rumah (KPR) selama ... bulan terhitung 
sejak penandatanganan kredit. 
(4) Klausula-klausula  tentang  tujuan  kredit  dan  bentuk  
kredit, termuat dalam Pasal 4 tentang penggunaan kredit. 
Maksud yang tersurat  dalam  klausula  ini  yaitu,  bank  
menegaskan  bahwa  tujuan  penggunaan  kredit  dalam  
bentuk  Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  hanya  untuk  
pembelian  tanah  dan  bangunan yang berdiri  diatas  tanah  
tersebut.  Berdasarkanpenegasan  ini  nasabah debitur tidak 
diperkenankan untuk merenovasi ditempat lain selain 
peruntukannya.   
(5) Klausula-klausula tentang bunga, kesepakatan biaya, dan 
denda kelebihan tarik, termuat dalam Pasal 7 tentang suku 
bunga dan sistem perhitungan bunga dan Pasal 9 tentang 
denda tunggakan. Maksud yang tersurat dalam klausula ini 
adalah : 
(a) Nasabah debitur menyepakati untuk membayar bunga 
yang ditentukan pada saat penandatangan perjanjian 
kredit secara annuitas  perTahun.  Bunga  ini  bersifat  
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tidak  mengikat, artinya  bank  sewaktu-waktu  dapat  
merubah  atau  meninjau kembali suku bunga tanpa 
persetujuan nasabah debitur;   
(b) Biaya-biaya  atas  fasilitas  Kredit  Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR) yang  keseluruhannya  akan  dibebankan  
terhadap  rekening koran  nasabah  debitur.  Biaya-
biaya  tersebut  terdiri  dari  provisi  sebesar  1%,  biaya  
administrasi,  dan  denda  atas kelalaian nasabah debitur 
dalam mengangsur pinjaman tepat waktu.  Denda  
dihitung  secara  harian  dari  mulai tertunggaknya  
angsuran  sampai  saat  seluruh  tunggakan dilunasi oleh 
nasabah debitur, dihitung 1,5% per bulan.   
Semua  kontrak  standar  memuat  klausula  yang  
bertentangan dengan  isi  Pasal  18  ayat  (1)  huruf  g  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen yang melarang pemuatan klausula 
yang  bahwa  nasabah  debitur  tunduk  kepada  peraturan  
yang  berupa aturan  baru,  tambahan,  lanjutan  dan  atau  
pengubahan  lanjutan yang  dibuat  sepihak  oleh  bank  
dalam  masa  nasabah  debitur memanfaatkan  jasa  bank.  
Hal  ini  terutama  terkait  dengan perubahan  tentang  
bunga  kredit  yang  meskipun  dengan pemberitahuan  
sebelumnya,  nasabah  debitur  tetap  tidak mempunyai 
ruang untuk menegosiasikan bungan kredit. Di dalam  
Perjanjian  Kredit  Pemilikan  Rumah  PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk.   Cabang  Surakarta,  klausula 
mengenai hal tersebut terdapat dalam Pasal 7 tentang suku 
bunga dan sistem perhitungan bunga termuat dalam ayat 
(4), ayat (5) dan  ayat (6) sebagai berikut :   
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(a)  debitur  sepakat  untuk  menyesuaikan  tingkat  suku  
bunga berikut  besarnya  angsuran  kredit  sebagai  
akibat  perubahan suku  bunga  dan  bank  akan  
memberitahukan  penyesuaian  tersebut  kepada  debitur  
melalui  surat  tertulis  atau  media lainnya.   
(b) terjadinya  penyesuaian  suku  bunga mengakibatkan 
perubahan angsuran dihitung dari sisa pokok kredit  
pada  akhir  bulan  sebelum  penyesuaian  suku  bunga 
diberlakukan.   
(c) pemberitahuan sebagaimana tersebut dalam ayat (4) 
Pasal ini yang diterbitkan oleh bank merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.   
 Ketentuan ini secara hukum tidak efektif mengingat Pasal 
18 ayat  (3)  dari  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 
Tentang Perlindungan  Konsumen  dengan akibat batal 
demi hukum.  Selain  itu  juga  memuat  klausula  denda  
atas  keterlambatan pembayaran dalam kontrak standar, 
bahkan ada yang telah secara specifik memuat besarnya 
prosentase denda yang jumlahnya lebih besar dari bunga 
pinjaman itu sendiri. Pembuatan klausula seperti itu tentu 
memberatkan nasabah debitur dan kurang mencerminkan 
asas  keseimbangan  dalam  kontrak.  Denda  (penalti)  
yang  telah diperjanjikan  oleh  para  pihak  atas  
ketrerlambatan  pembayaran pokok  pinjaman  pada  
hakekatnya  merupakan  suatu  bunga terselubung.  
Berdasarkan  asas  keadilan  hal  ini  tidak  dapat  
dibenarkan.   
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(6) Klausula-klausula  tentang  kuasa  bank  untuk  melakukan 
pembebanan  atas  rekening  pinjaman  nasabah  debitur,  
termuat dalam Pasal 8 tentang pembayaran kembali kredit. 
Maksud yang tersurat  dalam  klausula  ini  yaitu  bank  
memiliki  kewenangan untuk  membebankan  seluruh  
biaya-biaya  atas  pagu  Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
berupa  provisi,  biaya  administrasi, bunga, bunga denda 
keterlambatan angsuran.  Pasal 8 dalam perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR)memuat ketentuan bunga berganda 
dalam kontrak standar yang dibuat.  Berdasarkan  arti,  
bunga  yang  dikenakan  sebagai  denda  keterlambatan  
akan  dikenakan  bunga  lagi  jika  tidak  dibayar tepat  
waktu.  Hal  ini  tentu  bertentangan  dengan  asas  manfaat, 
keadilan, maupun keseimbangan antara nasabah dan bank. 
Ada pula  yang  memuat  klausula  tentang  kewenangan  
bank  secara sepihak  untuk  memberhentikan  izin  tarik  
kredit  tanpa pemberitahuan.  Ketentuan  tersebut  
bertentangan  dengan  isi Pasal  18  ayat  (1)  huruf  f  
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen.  Pasal  tersebut  melarang  pelaku  
usaha  untuk memberi  hak  kepada  pelaku  usaha  untuk  
mengurangi  manfaat jasa  atau  mengurangi  harta  
kekayaan  yang  menjadi  obyek  jual  beli jasa. 
(7) Klausula  tentang  agunan  kredit  (collateral  clause),  
termuat dalam  Pasal  11  tentang  agunan  kredit  dan  
pengikatannya  dan Pasal 12 tentang agunan tambahan. 
Klausula ini bermaksud : 
(a) Nasabah  debitur  mengikatkan  diri  terhadap  agunan  
yang diserahkan  kepada  bank  untuk  pembebanan  
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hak tanggungan, berarti memberikan hak prioritas 
kepada bank;   
(b) Hak prioritas ini melekat pada bank sampai nasabah 
debitur melunasi seluruh kewajibannya. Sepanjang 
nasabah debitur masih memiliki kewajiban kepada 
bank, agunan tidak dapat  ditarik  secara  sepihak  
melainkan  harus  mendapat persetujuan dari bank.   
(8) Klausula tentang asuransi agunan kredit, termuat dalam 
Pasal 13 tentang  asuransi  barang  aguanan.  Maksud  tang  
tersurat  dalam klausula  ini  yaitu,  apabila  terjadi  sesuatu  
hal  diluar  kesalahan baik  debitur  maupun  kreditur  
terhadap  agunan  krdit  dalam  hal ini rumah yang dibiayai 
oleh fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR), telah di-
cover oleh asuransi baik asuransi kebakaran maupun 
asuransi jiwa.   
(9)  Klausula  tentang  affirmative  covenant,  merupakan  janji-
janji yang  harus  dilakukan  oleh  nasabah  debitur.  Dalam  
perjanjian Kredit  Pemilikan  Rumah  janji-janji  nasabah  
debitur  termuat dalam  Pasal  14  tentang  penghunian  dan  
pemeliharaan  rumah, dalam  ayat  (1),  ayat  (2),  ayat  (3)  
dan  ayat  (4).  Maksud  yang tersurat  dalam  klausula  ini  
yaitu,  bank  mensyaratkan  secara terperinci janji-janji 
yang harus dilakukan oleh nasabah debitur selama 
berlakunya Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berlangsung 
agar tidak merugikan bagi pihak bank.   
(10) Klausula  tentang  negative  covenant,  merupakan  lawan  
dari affirmative  covenant,  yaitu  janji-janji  yang  
dilakukan  oleh nasabah  debitur  untuk  tidak  melakukan  
hal-hal  tertentu  selama perjanjian  kredit  berlaku,  termuat  
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dalam  Pasal  14  tentang penghunian  dan  pemeliharaan  
rumah,  dalam  ayat  (5).  Maksud  yang  tersurat  dalam  
klausula  ini  yaitu,  bank  mensyaratkan secara  terperinci  
perbuatan  yang  dilarang  dilakukan  oleh nasabah debitur 
terhadap agunan kredit  yang berupa tanah dan bangunan  
yang  dibiayai  dengan  fasilitas  Kredit  Pemilikan Rumah  
selama  berlakunya  Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 
berlangsung agar tidak merugikan bagi pihak bank.   
(11) Klausula  tentang  event  of  default,  termuat  dalam  Pasal  
15 tentang  debitur  wanprestasi,  Pasal  16  tentang  
pengawasan, pemeriksaan  dan  tindakan  terhadap  barang  
agunan,  Pasal  18 tentang  penagihan  seketika  seluruh  
utang  dan  pengosongan rumah. Kalusula ini memiliki 
maksud tersurat ,yaitu : 
(a) Hak  bank  untuk  mengakhiri  perjanjian  kredit  ini  
apabila terjadi  peristiwa-peristiwa  yang  
mempengaruhi  atau  akan merugikan bank selaku 
kreditur;   
(b) Sehubungan dengan hak bank untuk mengakhiri 
perjanjian kredit,  bank  sekaligus  menuntut  
pembayaran  dengan seketika dan sekaligus lunas dari 
kewajiban nasabah debitur yang terutang.   
(12) Klausula  tentang  arbritase  tidak  selalu  dicantumkan  
dalam perjanjian  kredit  bank,  terdapat  kecenderungan  
untuk  memilih jalur  litigasi  dengan  memcantumkan  
domisili  hukum  yang dipilih. Klausula ini tercantum 
dalam Pasal  26 tantang domisili.   
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 Klausula ini memiliki maksud tersurat  yaitu,  PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta  berhak 
untuk mengajukan penyelesaian kredit dengan jalur litigasi 
atas domosili  hukum  yang  dipilih  pada  saat  
penandatanganan perjanjian kredit tersebut.   
(13) Klausula-klausula  bunga  rampai  atau  miscellaneous,  
yaitu klausula-klausula  yang  berisi  syarat-syarat  dan  
ketentuan-ketentuan  yang  belum  tertampung  secara  
khusus  di  dalam klausula-klausula  yang  ada.  Terdapat  
dalam  Pasal  25  tentang  lain-lain.  Maksud  yang  tersurat  
dalam  klausula  ini  yaitu memberikan  kewenagan  kepada  
bank  untuk  mengatur  hal-hal yang  belum  secara  rinci  
dituangkan  dalam  klausula-klausula perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR).   
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang 
Surakarta  dalam  menerapkan  perjanjian  dengan  nasabah 
umumnya menggunakan kontrak standar, misalnya perjanjian 
pembukaan rekening,  perjanjian  kartu  debit,  perjanjian  kartu  
kredit  dan  perjanjian kredit.  Pada prakteknya  nasabah  hanya  
disuruh  membaca  dan menandatangani  perjanjian-perjanjian  
tersebut  karena  semua  isinya  telah dibuat  oleh  bank  (take  it  
or  leave  it).  Ciri  khas  perjanjian  standar  ini adalah isi 
perjanjian ditentukan sepihak dan menghilangkan kreditur dari 
kewajibannya (klausul eksonerasi).  
Menurut pendapat Munir  Fuady  dengan mengutip 
pendapat  Sutan  Remi  Sjahdeni, berikut merupakan klausula-
klausula yang di klaim memberatkan nasabah penerima kredit 
tersebut antara lain: 
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a) Kewenangan bank untuk sewaktu-waktu secara sepihak tanpa 
alasan apa  pun  dan  tanpa  pemberitahuan  sebelumnya  
menghentikan  ijin tarik kredit.   
b) Dalam  hal  penjualan  jaminan  yang  kreditnya  sudah  
macet,  maka bank  berwenang  secara  sepihak  untuk  
menentukan  harga  jual  dari barang-barang agunan tersebut.   
c) Nasabah  debitur  diwajibkan  untuk  tunduk  kepada  segala  
petunjuk dan  peraturan  bank  yang  telah  ada  dan  yang  
masih  akan  ditetapkan kemudian oleh bank.   
d) Nasabah  debitur  diwajibkan  untuk  tunduk  kepada  syarat-
syarat  dan ketentuan  umum  tentang  hubungan  rekening  
koran  dari  bank  yang bersangkutan,  tanpa  diberi  
kesempatan  untuk  mempelajari  syarat- syarat dan 
ketentuan-ketentuan tersebut.   
e) Nasabah  debitur  harus  memberi  kuasa  yang  tidak  dapat  
dicabut kembali  kepada  bank  untuk  mewakili  dan  
melaksanakan  hak-hak nasabah debitur dalam setiap rapat 
umum pemegang saham.  
f) Dicantumkannya klausula-klausula eksemsi yang 
membebaskan bank dari tuntutan ganti rugi oleh nasabah 
debitur atas terjadinya kerugian yang diderita oleh nasabah 
debitur sebagai akibat dari tindakan bank. Klausula eksemsi 
adalah suatu klausula dalam perjanjian yang membebaskan 
atau membatasi tanggung jawab dari salah satu pihak jika 
terjadi wanprestasi. 
g) Dicantumkannya klausula eksemsi tentang tidak adanya hak 
nasabah debitur  untuk  dapat  menyatakan  keberatan  atas  
pembebanan  bank terhadap rekeningnya.   
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h) Kelalaian nasabah debitur dibuktikan secara sepihak oleh 
pihak bank semata-mata.   
i) Bunga  bank  ditetapkan  dan  dihitung  secara  merugikan  
nasabah debitur.   
j) Denda  keterlambatan  yang  merupakan bunga terselubung.   
k) Perhitungan  bunga  berganda  menurut  praktek  perbankan  
yang bertentangan dengan Pasal 1251 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH Perdata).   
l) Pengesampingan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jika terjadi events of 
default. 
m) Kewajiban  pelunasan  bunga  terlebih  dahulu,  yang  
meskipun  sesuai dengan  Pasal  1397  Kitab UndangUndang 
Hukum Perdata (KUH  Perdata),  tetapi  sangat  memberatkan 
nasabah (Munir Fuady, 2003 : 100-102). 
Menurut pendapat Prof. Subekti, semua pemberian kredit 
pada hakekatnya merupakan perjanjian pinjam-meminjam 
sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Mengenai 
ini, Prof. Subekti melihat kredit sebagai suatu hal yang umum. 
Sementara, perjanjian kredit yang diberikan oleh bank memiliki 
karakteristik yang khusus, terutama berkaitan dengan konsep 
utang.Pada perjanjian kredit dalam bentuk Rekening Koran, utang 
yang timbul sebagai akibat perjanjian tersebut bukanlah nilai pagu 
kredit yang diberikan oleh bank, melainkan jumlah yang benar-
benar dipakai oleh debitur (Subekti, 1991: 3). 
Pada umumnya perjanjian kredit dianggap sebagai 
perjanjian bernama dan dikuasai oleh ketentuan-ketentuan khusus 
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dalam Bab XIII Buku III Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata(KUH Perdata), namun beberapa sarjana juga menganggap 
perjanjian kredit sebagai perjanjian tidak bernama karena 
memiliki karakteristik yang tidak sama dengan yang diatur oleh 
ketentuan-ketentuan Bab XIII tersebut. Berdasarkan hal tersebut, 
perjanjian kredit digolongkan sebagai perjanjian riil. Dikatakan 
riil karena perjanjian kredit diikuti baru terjadi setelah dilakukan 
penyerahan uang, sedangkan dalam prakteknya penyerahan uang 
belum tentu dilakukan pada saat penandatanganan perjanjian 
kredit. 
Menurut Pendapat Sutan Remi Sjahdeini menggolongkan 
perjanjian kredit sebagai  perjanjian bernama (khusus) namun 
bukan termasuk perjanjian pinjam-meminjam seperti yang diatur 
oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). 
Beliau mengemukakan 3 alasan mengapa perjanjian kredit bank 
bukan perjanjian pinjam-meminjam yang diatur olehKitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pertama, 
perjanjian pinjam-meminjam (Pasal 1754Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata(KUH Perdata)) termasuk perjanjian riil karena 
sudah terjadi penyerahan uang. Sebaliknya, perjanjian kredit bank 
merupakan perjanjian konsensuil karena perjanjian tersebut baru 
merupakan perjanjian pendahuluan dan belum terjadi penyerahan 
uang.Kedua, pada perjanjian kredit debitur tidak leluasa dalam 
menggunakan uang yang dipinjamkannya karena harus sesuai 
dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kredit. 
Sebaliknya, dalam perjanjian pinjam-meminjam, debitur dianggap 
sebagai pemilik uang sehingga berkuasa penuh untuk 
menggunakan uang tersebut. Ketiga, perjanjian kredit disertai 
dengan syarat-syarat penggunaan, yaitu dengan menggunakan cek 
atau melalui pemindahbukuan. Bank selalu memberikan kredit 
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dalam bentuk rekening koran yang penarikan atau penggunaannya 
selalu berada di bawah pengawasan bank. Ketiga karakteristik 
inilah yang membedakan perjanjian kredit bank dari perjanjian 
pinjam-meminjam menurut Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata(KUH Perdata) (Sutan Remi Sjahdeini,1991 :160-180) .  
Perjanjian kredit tidak diatur secara tegas dan khusus 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), 
namun unsur-unsur perjanjian kredit tidak boleh bertentangan 
dengan prinsip-prinsip yang diatur olehKitab Undang-Undang 
Hukum Perdata(KUH Perdata). Hal ini tegaskan oleh Pasal 
1319Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUH Perdata) yang 
menyatakan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai nama 
khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama khusus, 
harus tunduk pada peraturan-peraturan  umum yang termuat 
dalam Bab I dan Bab II. 
Perjanjian  kredit  di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk.   Cabang  Surakarta  dari  hasil  penelitian penulis, dalam 
perjanjian kredit konsumer dan komersial telah disediakan dalam  
bentuk  formulir  yang  disusun  oleh  PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. Cabang  Surakarta sehingga  merupakan  
Perjanjian  Baku.  Dalam  perjanjian  itu  tercantum persyaratan  
umum  Perkreditan  dan  debitur  hanya  perlu  membaca  isi 
perjanjian kredit tersebut kemudian menandatanganinya. 
Perjanjian baku bukan  tidak  membatasi  debitur  untuk  
mempelajari  klausula  perjanjian tersebut,  bahkan  debitur  dapat  
meminta  bantuan  ahli  hukum  apabila terdapat pengertian dalam 
perjanjian yang tidak dimengerti. Jika terdapat klausula  yang  
tidak  dikehendaki  maka  calon  debitur  dapat  menarik 
permohonannya karena tidak mungkin lagi untuk mengubah isi 
perjanjian.   
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B. Pembahasan 
1. Penerapan Asas-Asas Hak Tanggungan Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun1996 
Tentang Hak Tanggungan di PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
  Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang 
Hak Tanggungan, hak tanggungan memiliki beberapa asas, Berdasarkan hasil 
wawancara dengan Ibu Belladina Putri selaku Branch Legal Representative 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  Cabang Surakarta, Dalam 
penerapan pembebanan hak tanggungan berlaku asas-asas yang harus 
dipatuhi, diantaranya: 
a.  Asas Publisitas 
 Hak tanggungan wajib didaftar, hal ini sesuai ketentuan  Pasal 13 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, bahwa 
pemberian hak tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan, 
Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelahpenandatanganan Akta 
Pemberian Hak Tanggungan (APHT), Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) wajib mengirimkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) 
yang bersangkutan, yang diperlukan Kantor Pertanahan. Pendaftaran hak 
tanggungan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Ke 
Kantor Pertanahan dimana obyek hak tanggungan tersebut berada 
sehingga dibuatkan Sertifikat Hak Tanggungan.Kemudian Kantor 
Pertanahan memberikan stempel dalam Sertifikat Hak Atas Tanah dalam 
obyek hak tanggungan. 
 PT.Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta dalam 
hal ini sudah menerapkan asas tersebut terbukti bahwa Perjanjian Kredit  
antara kreditur PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang 
Surakarta dan debitur dengan No. 00031-01-03-00xxxx-8 tertanggal 23 
Juni 2004 dibuat dengan kesepakatan di depan Notaris dan Pejabat 
Pembuat Akta Tanah (PPAT) Nur Fariah Latief, S.H.,M.M.,yang 
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berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan 
Pertanahan Nasional tanggal 24 Juli 1993 Nomor 63-XI-1993 diangkat 
dan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dengan daerah 
kerja Kabupaten Karanganyar. Serta Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) tersebut telah mendaftarkan,  Sertifikat bukti pemilikan, Surat 
Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Akta Pemberian Hak 
tanggungan (APHT) ke Kantor Pertanahan obyek hak tanggungan itu 
berada yaitu Kantor Pertanahan Karanganyar. 
b.  Asas Spesialitas 
  Ketentuan tentang asas spesialitas dapat diketahui dalam 
penjelasan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan, dimana dalam penjelasan Pasal tersebut 
dinyatakan bahwa, “ketentuan ini menetapkan isi yang sifatnya wajib 
untuk sahnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT), tidak 
dicantumkannya secara lengkap hal-hal yang disebut dalam Akta 
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) mengakibatkan akta yang 
bersangkutan batal demi hukum” (Dian Pertiwi,2013:6-7).  
  Kata-kata “uraian yang jelas mengenai obyek hak  tanggungan” 
dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e menunjukkan bahwa obyek hak 
tanggungan harus secara spesifik dapat ditunjukkan dalam Akta 
Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang bersangkutan, walaupun 
demikian, sepanjang dibebankan atas “benda-benda yang berkaitan 
dengan tanah tersebut.” Hak tanggungan dapat dibebankan atas benda-
benda yang berkaitan dengan tanah tersebut, yang baru akan ada, 
sepanjang hal itu telah diperjanjikan secara tegas, karena belum dapat 
diketahui apa wujud dari benda-benda yang berkaitan-dengan tanah itu, 
juga karena baru akan ada di kemudian hari, hal itu berarti asas spesialitas 
tidak berlaku sepanjang mengenai “benda-benda yang berkaitan dengan 
tanah.”    
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  PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta 
dalam hal ini sudah menerapkan asas tersebut terbukti padaRomawi II 
Butir 3 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.669/ Jat/ HT/ 2004 
yang menguraikan secara jelas obyek Hak Tanggungannya ,yaitu; 
 “Hak Guna Bangunan Nomor 2053/ Bejen-Karanganyar atas sebidang 
tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur/Gambar Situasi tanggal 
26-1-1998 Nomor 1025/B/1998 Seluas ±100 m2 (lebih kurang seratus 
meter persegi) dengan nomor identifikasi Bidang Tanah (NIB) terletak di; 
 Provinsi  :Jawa Tengah 
 Kabupaten/Kota :Karanganyar 
 Kecamatan  :Karanganyar 
 Desa/Kelurahan :Bejen 
 Jalan   : - 
 Yang diperoleh oleh pemegang Hak berdasarkan Sertifikat Hak Guna 
Bangunan Nomor: 2053/ Bejen-Karanganyar tercatat atas nama 
pemegang hak, dengan batas-batas: 
 Utara   :D4/18 
 Timur   :Jalan 
 Selatan  :D4/20 
 Barat   :D4/8 
c. Asas Tidak Dapat Dibagi-Bagi 
  Asas tidak dapat dibagi-bagi ini, tercantum dengan tegas dalam 
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, 
disebutkan bahwa hak tanggungan mempunyai sifat tidak dapat dibagi-
bagi, kecuali jika diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan 
(APHT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 
  Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4  Tahun 
1996 Tentang Hak Tanggungan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa, 
yang dimaksud dengan sifat tidak dapat dibagi-bagi dari Hak Tanggungan 
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adalah bahwa hak tanggungan membebani secara utuh obyek hak 
tanggungan dan setiap bagian daripadanya.  
  Telah dilunasinya sebagian dari utang yang dijamin tidak berarti 
terbebasnya sebagian obyek hak tanggungan dari beban hak tanggungan 
untuk sisa utang yang belum dilunasi. Ketentuan ini merupakan 
pengecualian dari asas yang ditetapkan pada Pasal 2 ayat  (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.  
  PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta 
dalam hal ini sudah menerapkan asas tersebut terbukti pada Pasal 2 Butir 
3 Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 669/ Jat/ HT/ 2004 
yaitu; 
 “Pihak pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain 
obyek hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih 
dahulu dari pihak kedua, termasuk menentukan atau 
mengubah jangka waktu sewa dan/atau menerima uang sewa 
dimuka jika disetujui disewakan atau sudah disewakan” 
 
d. Hak Tanggungan Memberikan Kedudukan Hak yang Diutamakan  
Bagikreditur Pemegang Hak Tanggungan  (preference). 
Kreditur pemegang hak tanggungan mempunyai hak yang 
diutamakan (droid de preference) untuk dipenuhi piutangnya.Jika debitur 
cidera janji dan obyekhak tanggungan dijual, maka hasil penjualan 
dibayarkan pada kreditur yang bersangkutan.Jika ada beberapa kreditur, 
maka utang dilunaskan pada pemegang hak tanggungan pertama. Jika 
ada sisanya, dibayarkan kepada kreditur lain secara konkuren dan jika 
sisanya masih ada dan utang debitur semuanya lunas, maka sisa hasil 
penjualan itu diserahkan kepada debitur. (Pasal 6, jo. Penjelasan Umum 
ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 
Asas ini dilakukan dengan memperhatikan piutang Negara, yang 
dimaksud dengan piutang Negara hanya terbatas berupa pajak saja. 
Dibandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 
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Perdata), asas ini terdapat dalam Pasal 1133, Pasal 1134 alinea 2 dan 
Pasal 1198. 
Mencermati pengertian hak tanggungan yang terdapat pada Pasal 1 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, dapat 
disimpulkan bahwa, hak tanggungan memberikan kedudukan yang 
diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. 
Menelaah dengan saksama terhadap kalimat “kedudukan yang  
diutamakan kepada kreditur tertentu kepada kreditur lain”, hal ini tidak 
dijumpai dalam ketentuan Pasal 1 maupun penjelasannya, namun kalimat 
tersebut dapat ditemukan dalam penjelasan umum Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan menyatakan bahwa, jika 
debitur cidera janji, kreditur pemegang hak tanggungan berhak menjual 
melalui pelelangan umum tanah yangdijadikan jaminan menurut 
ketentuan peraturan perundang-undanganyang bersangkutan, dengan hak 
mendahului daripada keditur-kreditur lain. Kedudukan diutamakan 
tersebut sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang 
negara menurut ketentuan hukum yang berlaku. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggunganditemukan pengertian mengenai kalimat “kedudukan yang 
diutamakan tertentu terhadap kreditur lain”, dalam Pasal 20 ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, 
ketentuan yang berbunyi bahwa, apabila debitur cidera janji, maka 
berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual 
obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau titel 
eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), obyek hak tanggungan dijual melalui 
pelelangan umum menurut tata cara yang ditemukan dalam peraturan 
perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan 
dengan hak mendahului daripada kreditur-kreditur lainnya.   
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PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta 
dalam hal ini sudah menerapkan asas tersebut terbukti pada Surat Kuasa 
Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Nomor 45 dengan kata-kata 
yaitu;“ janji bahwa pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak 
untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek hak tanggungan apabila 
debitur cidera janji” 
Terdapat jugapada  Pasal 2 Butir 6 Akta Pemberian Hak 
Tanggungan (APHT) No. 669/ Jat/ HT/ 2004, yaitu; 
“Jika debitur tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi 
utangnya, berdasarkan perjanjian utang-piutang tersebut di 
atas, oleh pihak pertama, pihak kedua selaku pemegang hak 
tanggungan Peringkat Pertama dengan akta ini diberi dan 
menyatakan menerima kewenangan, dan untuk itu kuasa, 
untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pihak pertama: 
1) menjual atau suruh menjual dihadapan umum secara lelang 
Obyekhak tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-
sebagian; 
2) mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-
syarat penjualan 
3) menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan 
kwitansi; 
4) mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau 
sebagian untuk melunasi utang debitur tersebut diatas; 
5) melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undnag dan 
peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut 
pendapat oihak kedua perlu dilakukan dalam rangka 
melaksanakan kuasa tersebut. 
 
e. Hak Tanggungan Mengikuti Obyeknya dalam Tangan Siapapun          
Obyek Hak Tanggungan itu Berada 
 Asas hak tanggungan memiliki berbagai kelebihan karena  undang-
undang memberikan prioritas terhadap pemegang hak tanggungan 
dibandingkan dengan pemegang hak-hak lainnya. Salah satu asas selain 
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asas yang telah diuraikan di atas, adalah asas hak tanggungan mengikuti 
obyek di manapun obyek itu berada Hal ini sesuai ketentuan Pasal 7 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, bahwa 
hak tanggungan tetap mengikuti obyeknya dalam tangan siapa pun obyek 
tersebut berada, maksudnya adalah hak tanggungan tidak akan berakhir 
sekalipun obyek hak tanggungan itu beralih kepada pihak lain oleh sebab 
apa pun juga. Berdasarkan asas ini, pemegang hak tanggungan akan 
selalu dapat melaksanakan haknya dalam tangan siapa pun benda itu 
berpindah. Ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
Tentang Hak Tanggungan, ini merupakan materialisasi dari asas yang 
disebut  droit de suite  atau  zaakgevolg. Asas ini juga diambil dari  
hipotek yang diatur dalam Pasal 1163 ayat (2) dan Pasal 1198 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).   
 Menurut Mariam Daruz Badrulzaman, bahwa asas ini seperti  
halnya dalam Hipotek, memberikan hak kebendaan  (zakelijkrecht).  Hak 
kebendaan dibedakan dengan hak perorangan  (personlijkrecht).Hak 
kebendaan adalah hak mutlak. Artinya, hak ini dapat dipertahankan 
terhadap siapa pun. Pemegang hak tersebut berhak untuk menuntut siapa 
pun juga yang mengganggu haknya itu. Dilihat secara pasif setiap orang 
wajib menghormati hak itu, sedangkan hak perorangan adalah relatif, 
artinya hak ini hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu saja. 
Hak tersebut hanya dapat dipertahankan terhadap debitur itu saja, secara 
pasif dapat dikatakan, bahwa seseorang tertentu wajib mela kukan 
prestasi terhadap pemilik  dari hak itu (Mariam Darus Badruszaman, 
1991: 16-18).    
 PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta 
dalam hal ini sudah menerapkan asas tersebut secara tersirat terbukti 
bahwa sudah dijelaskannya dalam isi dari janji-janji yang telah disepakati 
oleh kedua belah pihak dalam Pasal 2 Akta Pemberian Hak Tanggungan 
(APHT) No. 669/ Jat/ HT/ 2004,yaitu; 
95 
 
 
 
“Pihak pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain obyek 
hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
pihak kedua,Termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu 
sewa dan/atau menerima uang sewa dimuka jika disetujui 
disewakan atau sudah disewakan.” 
Setelah adanya janji tersebut, jika debitur melanggarnya dengan 
melakukan sewa menyewa obyek hak tanggungan tersebut, maka tidak 
serta merta kewajiban debitur kepada kreditur Hilang atau selesai, dan 
jika suatu saat debitur tersebut tidak dapat membaya atau terindikasi 
melakukan wanprestasi atau hal lain yang merugikan kreditur, Maka 
kreditur sebagai pemegang hak tanggungan obyek hak tanggungan dapat 
melaksanakan haknya. 
2. Kendala  Yang  Terjadi  pada penerapan asas-asas hak tanggungan dalam  
Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR)  Di PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. Cabang Surakarta dan cara penyelesaiannya. 
Penerapan asas-asas hak tangggungan dalam perjanjian kredit 
pemilikan rumah yang sudah disepakati kedua belah pihak ternyata  masih  
menimbulkan  banyak  kendala. Hal ini dikarenakan terdapat sesuatu hal 
yang tidak diinginkan yang terjadi dilapangan. Pada PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta asas yang biasanya terjadi 
permasalahan dalam penerapannya di lapangan adalah asas tidak dapat 
dibagi-bagi. Hal ini dikarenakan sifat khusus dari hak tanggungan yang dapat 
menjaminkan lebih dari satu utang, yang mana debitur diperbolehkan 
mempunyai lebih dari satu utang kepada kreditur dari jaminan yang 
dipasangkan hak tanggungan yang diatur berdasarkan peringkat pemegang 
hak tanggungan. Permasalahan  tersebut  antara lain kredit macet dan 
kompromi dalam kredit yang menyebabkan kredit macet. Kredit macet ini 
terjadi dikarenakan debitur yang menambahkan utangnya kepada  kreditur 
berbanding lurus dengan jangka waktu utang yang harus dilunasi oleh 
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debitur, karena apabila utang peringkat pertama sudah selesai tetapi peringkat 
kedua belum selesai ,debitur belum dianggap selesai dalam memenuhi 
kewajibannya kepada kreditur. Kedua permasalahan tersebut bukan hanya 
disebabkan oleh kesalahan Debitur namun  juga kreditur  yaitu  bank.  
Kesalahan  di  pihak  bank  terjadi  apabila terjadi  kompromi  dalam  
pelaksanaan  kredit  sehingga  debitur  yang  kiranya tidak lolos persyaratan 
kredit diloloskan oleh pegawai bank.   
Kredit bermasalah atau  non-performing loans  merupakan risiko  
yang terkandung dalam setiap pemberian kredit oleh bank. Risiko tersebut 
berupa keadaan dimana kredit tidak kembali tepat pada waktunya. Kredit 
bermasalah atau non-performing loans itu dalam perbankan dapat  
disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya ada kesengajaan dari pihak-pihak 
yang terlibat dalam proses kredit, kesalahan prosedur pemberian kredit, atau 
disebabkan oleh faktor lain seperti faktor makro ekonomi.   
Kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah atau  non-performing 
loans  tersebut adalah apabila kualitas kredit tergolong pada tingkat 
kolektibilitas kurang lancar, diragukan atau macet, untuk kredit-kredit 
bermasalah yang bersifat  non-structural, pada umumnya dapat diatasi dengan 
langkah-langkah restrukturisasi, sedangkan untuk kredit-kredit bermasalah 
yang bersifat struktural pada umumnya tidak dapat diselesaikan dengan cara 
restrukturisasi sebagaimana kredit bermasalah yang bersifat non-structural, 
sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 
11/2/PBI/2009Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, agar 
usahanya dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu untuk 
memenuhi kewajiban-kewajibannya.  
  Gejala kredit macet antara lain disebabkan oleh menurunnya 
pendapatan bersih, menurunnya penjualan secara tajam, menurunnya 
perputaran persediaan, meningkatnya penjualan secara tajam, menurunnya 
perputaran piutang, menurunnya modal lancar, nasabah mulai ingkar janji,  
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nasabah membuat laporan fiktif, nasabah tidak terbuka, dan nasabah menolak 
wawancara.   
Dilihat dari segi pelaku kredit, maka faktor-faktor kredit macet dari 
nasabah yaitu : 
a. Kelemahan nasabah, yaitu diantaranya manajemen kurang (kurang 
menguasai manajemen kredit), tidak memiliki perencanaan yang baik, 
produk ketinggalan jaman, kalah bersaing, lokasi usaha yang tidak tepat, 
dan adminitrasi yang kacau.   
b. Kenakalan nasabah, yaitu diantaranya tidak jujur dan sukar ingkar janji, 
melakukan penyimpangan penggunaan, pola hidup yang boros atau 
mewah, suka berbuat skandal, dan suka berjudi dan berspekulasi. 
Menurut Sinungan dalam bukunya Budi Untung yang berjudul Kredit 
Perbankan di Indonesia, menyatakan bahwa penyebab kredit macet 
adalah kesulitan keuangan yang dialami oleh debitur. 
 Penyelamatan  kredit  dan  penyelesaian  kredit  merupakan  
tindakan terakhir  yang  dilakukan  oleh  PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. Cabang  Surakarta. Pada prosedur Perjanjian Kredit Pemilikan 
Rumah (KPR), yang dimaksudkan dengan penyelamatan kredit adalah usaha 
bank untuk mencegah kredit yang bermasalah menjadi macet dan 
melancarkan kembali  kredit  yang  telah  tergolong  tidak  lancar  atau  
diragukan,  atau  telah tergolong  macet  untuk  kembali  menjadi  kredit  
lancar,  yang  mempunyai kemampuan membayar baik bunga maupun 
pokoknya.   
 Pada tahap penyelamatan kredit, langkah-langkah  yang diambil 
oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.  Cabang Surakarta ada 
beberapa cara diantaranya dengan membuat Surat Pernyataan  Kesanggupan  
Membayar.  Surat  Kesanggupan  Membayar  ini dikeluarkan  bilamana  
debitur  mengakui  adanya  tunggakan,  debitur  diminta untuk  membuat  
pernyataan  kesanggupan  untuk  membayar  tunggakan  dalam masa  atau  
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jangka  waktu  tertentu.  Surat  pernyataan  tersebut  dibuat  dengan maksud  
untuk  lebih  mengikat  debitur  untuk  memenuhi  kewajibannya  serta 
menyadarkan debitur dari kelalaian atau kesengajaan. Melalui  pernyataan  
tersebut  pegawai  Collection  Workout  wajib memantau  secara  baik  
debitur,  pegawai  Collection  Workout  wajib mengunjungi debitur untuk 
menagih atau meminta pertanggung jawaban atas pernyataan  yang  dibuat.  
Surat  peringatan  ini  dibuat  guna  kelengkapan  untuk memenuhi  syarat  di  
dalam  proses  ke  pengadilan  bahwa  kreditur  telah melakukan  penagihan  
atau  peringatan  secara  patut  bilamana  masalah tunggakan atau kredit 
macet ini sampai kepada pengadilan.   
Perjanjian kredit PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.Cabang 
Surakarta terdapat ketentuan yang harus dilaksanakan yaitu pengikatan 
barang jaminan. Jaminan kredit yang ditentukan meliputi jaminan pokok 
misalnya hak kebendaan atas rumah dan tanah  yang dibeli oleh debitur serta 
jaminan tambahan berupa sejumlah uang atau barang tertentu  yang  akan  
ditetapkan  kemudian  oleh  Bank  PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 
Cabang Surakarta.  Jika jaminan  pokok  tidak  lagi  mencukupi  untuk  
dijadikan  jaminan  kredit  maka dilaksanakan  pengikatan  barang  jaminan.  
Jaminan  inilah  yang  kemudian digunakan  untuk  menyelesaikan  kredit  
yang  macet  apabila  tidak  dapat diselamatkan.   
Kredit macet merupakan salah satu wanprestasi yang dilakukan 
oleh debitur. Wanprestasi merupakan tidak  dilaksanakan  prestasi  atau  
kewajiban sebagaimana  mestinya  yang  dibebankan  oleh  kontrak  terhadap 
pihak-pihak  tertentu  seperti  yang  dimaksudkan  dalam  kontrak  yang 
bersangkutan.  Untuk  menentukan  seseorang  melakukan  wanprestasi, 
kriteria  atau  penilaian  yang  digunakan  oleh  PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk. Cabang Surakarta adalah  apabila seorang  debitur  tidak  
membayar  satu  bulan  saja  maka  telah  dianggap wanprestasi.   
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a. Sebab-Sebab Kredit Macet Perusahaan Dan Tindakan Bank   
1) Kredit konsumer   
a) Faktor internal debitur 
  Keadaan  tak  terduga  yang  menyebabkan  debitur  sengaja 
untuk  tidak  membayar  angsuran  kredit,  misalnya  ada  anggota 
keluarga yang sakit dan membayar kebutuhan sekolah. Alasan ini 
merupakan yang paling sering dikemukakan oleh debitur karena 
pada umumnya masyarakat mempunyai kebutuhan yang beragam 
sedangkan  gaji  setiap  orang  belum  tentu  cukup  dialokasikan 
untuk mebayar angsuran kredit.   
b) Faktor eksternal debitur 
(1) Kelalaian pengawasan bank 
Seringkali ditemukan debitur mengemukakan 
bahwa dia lupa membayar angsuran karena tidak ada 
teguran dari pihak kreditur.Keadaan  ini  dapat  
diatasi  dengandiperlukan Kredituryang  aktif  
berkomunikasi  dengan  debiturnya.  Hendaknya 
dihindari isi baku perjanjian kredit yang isinya 
seolah-olah menganggap  debitur  mengetahui  
Tanggal  jatuh  tempo  dan harus membayar.   
(2) Bencana alam   
Kejadian  alam  merupakan  penyebab  yang  tidak 
dapat  diduga  debitur.  Umumnya  debitur  yang  
merupakan korban  bencana  alam  kesulitan  
membayar  angsuran  kredit karena  terdapat  harta  
bendanya  yang  musnah  karena bencana alam.   
(3) Kenaikan harga komoditas barang dan jasa   
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Kenaikan harga komoditas barang dan jasa juga  
dapat  mempengaruhi  pembayaran  angsuran kredit  
karena  pada  umumnya  debitur  kesulitan  untuk 
bertahan hidup ditambah lagi dengan adanya beban 
kredit.   
2) Kredit komersial   
a) Faktor internal debitur 
(1) Aspek teknis dan pemasaran   
 Menjual  barang  atau  jasa  jelas  lebih  sulit  dari  
pada membuat dan merencanakannya. Pada masyarakat 
banyak ditemukan  banyak  penjual  yang  menjualkan  
barang atau jasa milik orang lain, sedangkan pembuat 
barang atau jasa  tersebut  belum  tentu  mampu  
menjualnya. Faktor  lain  yang  mempengaruhi  
penjualan diantaranya,  seperti kejenuhan  terhadap  
suatu  barang  atau  jasa  dan  penurunan daya  beli  
masyarakat.  Berdasarkan hal tersebut, maka jika 
terjadikesulitan  pemasaran tindakan bank guna 
penyelamatan, yaitu: 
(a) Jika  kesulitan  pemasaran  karena  kejenuhan  
terhadap barang  atau  jasa,  maka  dapat  
dilakukan  pengalihan pemasaran baik dalam 
maupun luar negeri; 
(b) Jika  kesulitan  pemasaran  karena  kondisi  
resesi,  maka dilakukan rescheduling; 
(c) Jika  kesulitan  pemasaran  karena  mutu,  model,  
desain dan servis, maka dilakukan resheduling. 
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(2) Aspek Pengaturan keuangan   
  Pengaturan  keuangan  suatu  usaha  tentunya  lebih 
rumit  dari  pada  pengaturan  keuangan  pribadi.  
Ketelitian sangat dibutuhkan dalam pengaturan 
keuangan suatu usaha terutama dalam pengaturan modal 
pihak ketiga, seperti : 
(a) Perusahaan  terlalu  banyak  memakai  modal  
dari  luar sehingga bunga  yang harus dibayar 
terlalu besar. Apabila penambahan  dana  tidak  
memungkinkan, maka diberikan keringanan 
bunga atau reconditioning; 
(b) Ketimpangan  antara  jangka  waktu  dana  luar  
yang diterima dan lamanya penggunaan. 
Pembiayaan aktiva tetap dapat membuat suatu 
usaha terpaksa mengambil kredit  jangka  pendek  
yang  bunganya  tinggi.  Keadaan  ini  dapat  
diatasi  dengan dilakukan  pengkonversian kredit 
dari kredit jangka panjang menjadi kredit jangka 
pendek, dalam hal dananya dari bank. Namun 
apabila dananya bukan dari bank, maka bank 
dapat membantu dengan melunasinya; 
(c) Perusahaan  terlalu  besar  mengadakan  investasi  
tetap seperti  pengadaan  tanah,  gedung,  dan  
pabrik  yang sebenarnya  tidak  terlalu  berguna  
untuk  kinerja perusahaan.  Keadaan  ini  dapat  
diatasi  dengan debitur  harus menjual sebagian 
aktiva untuk menutup kreditnya; 
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(d) Pemberian  kredit  debitur  kepada  nasabahnya  
atau piutang  dagang  dan  penjualan  tidak  
sesuai  dengan kebutuhan dana, misalnya jangka 
waktu piutang terlalu lama.  Jangka  waktu  
pengembalian  yang  lama  dapat mengakibatkan 
likuiditas suatu perusahaan perusahaan 
terganggu.  Keadaan  ini  dapat  diatasi  dengan 
rescheduling  atau  penambahan  kredit,  
sedangkan untuk  jangka  panjang  kebijakan  
penjualan  harus diperbaiki.   
(3) Aspek Dana   
  Kekurangan  dana  kemungkinan  dialami  oleh 
perusahaan  untuk  operasi  perusahaan  sesuai  dengan 
skalanya, baik dana untuk investasi atau dana untuk 
modal kerja.  Diperlukan tambahan dan untuk investasi 
untuk perusahaan kecil, namun apabila perusahaan 
belum  beroperasi  karena  berada  dibawah  kapasitas  
(under capacity) maka dapat ditambahkan dana untuk 
modal kerja.   
(4) Aspek Manajemen   
  Sumber  Daya  Manusia  merupakan  salah  satu  
aspek paling  penting  dalam manajemen perusahaan 
.Kesulitan  dalam  hal  manajemen  perusahaan  
diantaranya konflik  antara  pimpinan,  tenaga  kerja  
yang  tidak profesional,  dan  Korupsi Kolusi dan 
Nepotisme (KKN).  Keadaan  ini  dapat  diatasi  
denganperusahaan  memerlukan  konsultan  manajemen  
yang  dapat memberikan nasihat tentang asas manajemen 
yang baik.   
103 
 
 
b) Faktor eksternal debitur 
(1) Kebijakan Pemerintah   
(a) Devaluasi   
  Devaluasi  merupakan  menurunnya  nilai  
tukar mata uang  yang dapat mengakibatkan 
kenaikan harga pasar.  Hal  ini  jelas  
mengakibatkan  perusahaan kekurangan modal 
kerja karena harga sejumlah barang atau  jasa  
untuk  keperluan  perusahaan  naik  terutama harga  
barang  impor.  Keadaan  ini  dapat  diatasi  
denganbank dapat memberikan dana untuk 
tambahan modal kerja. Tetapi  untuk  perusahaan  
yang  sedang  dalam  tahap pembentukan  maka  
diperlukan  dana  tambahan  untuk investasi.   
(b) Revaluasi   
  Revaluasi  merupakan  meningkatnya  nilai  
tukar mata uang. Dampak dari ini pendapatan para 
eksportir menurun  karena  harga  barang  menjadi  
lebih  mahal akibat nilai tukar uang. Keadaan  ini  
dapat  diatasi  denganbank dapat memberikan dana 
untuk tambahan modal kerja.   
(c) Kenaikan harga energi   
  Kenaikan  harga  Tarif Dasar Listrik (TDL)  
atau  Bahan Bakar Minyak (BBM) tentunya 
berdampak langsung terhadap harga jual suatu 
barang atau jasa. Berdasarkan hal tersebut, 
perusahaan akan mengadakan penyesuaian  harga  
tetapi  tidak  bisa  seketika disesuaikan,  melainkan  
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dengan  bertahap.  Keadaan  ini  dapat  diatasi  
dengandilakukan penjadwalan ulang bahkan 
penambahan dana untuk modal kerja.  
(d) Perkembangan teknologi   
  Cepatnya  kemajuan  jaman  maka 
berkembanglah ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Teknologi yang  sudah  digantikan  dengan  yang  
baru  dipastikan  akan ditinggalkan  penggunanya.  
Contohnya  dalam  industri telepon  seluler  yang  
sangat  cepat  mengikuti  kebutuhan masyarakat 
saat ini, fiturnya yang futuristik tentunya sangat 
memudahkan  kinerja  masyarakat.  Akan  tetapi  
dengan cepatnya  pergantian  tipe  atau  fitur  
perusahaan  harus menyesuaikan  pasar.  Keadaan  
ini  dapat  diatasi  dengan  pastinya harus ada 
tambahan dana untuk investasi.   
(e) Bencana alam   
  Kejadian  alam  merupakan  aspek  yang  
tidak  dapat dihindari  dari  suatu  usaha.  Misalnya  
pada  saat  erupsi gunung  merapi  di  Provinsi  
Daerah  Istimewa  Yogyakarta (DIY)  dan  Provinsi  
Jawa  Tengah,  banyak  pelaku  usaha dikawasan  
tersebut  yang  kesulitan  dalam  angsuran  kredit 
karena  mereka  harus  membangun  kembali  
usahanya  dari awal. Keadaan  ini  dapat  diatasi  
denganbank harus memperpanjang jadwal kredit 
ataupun  memberikan investasi dan menghitung 
kemungkinan ganti rugi dari asuransi.   
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1) Tindakan Penyelamatan Kredit Macet debitur Oleh PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk.  Cabang Surakarta 
Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Sofia selaku 
Aset Managemen Division yang bertugas  pada bagian lelang dan 
eksekusi, tindakan penyelamatan Kredit Macet  debitur Oleh PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta diantaranya; 
a) Negosiasi atau Musyawarah untuk mufakat   
  Tahap  ini  pihak  bank  menyurati  kepada  debitur  yang 
wanprestasi  untuk  diselesaikan  secara  musyawarah  mufakat  dan 
dengan  penuh  kekeluargaan.  Musyawarah  ini  dimungkinkan 
bilamana antara pihak-pihak yang berkepentingan kesemuanya 
hadir yaitu pihak debitur yang wanprestasi dan pihak bank sebagai 
kreditur. Ada 2 (dua) pendekatan yang di pakai PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk.Cabang Surakarta dalam penyelamatan kredit 
macet, antara lain : 
(1) Pendekatan Biaya dan Waktu   
 Bank  harus  mampu  menjelaskan  kepada  debitur  bahwa 
upaya  bank  dalam  penyelesaian  kredit  secara  internal  adalah 
tidak  terlalu  banyak  membutuhkan  biaya  dan  waktu  jika 
dibandingkan  dengan  adanya  penyelesaian  melalui  lembaga 
formal.  Bank  dapat  memberikan  saran  kepada  debitur  agar  
bersedia menjual atau mencairkan harta kekayaan lain yang 
tidak diagunkan  ataupun  mencari  investor  yang  bersedia 
melunasi/menyelesaikan kredit debitur.   
(2) Pendekatan Psikologis   
Bank  harus  mampu  melakukan  pendekatan  psikologis 
dengan debitur dan memberikan pengertian bahwa penyelesaian 
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formal  justru  akan  menimbulkan    akibat    yang  merugikan  
bagi debitur  karena  penyelesaian  formal  dapat  dimungkinkan  
justru akan  mencemarkan  nama  baik  debitur  yang  akhirnya  
akan mengakibatkan  menurunnya  kredibilitas  debitur  dimata  
rekan-rekan  usahanya.  Bank  dapat  memberikan  gambaran  
bahwa secara magis kebiasaan cidera janji akan mengakibatkan 
kendala bagi  bisnis  debitur  atau  bahkan  akan  membawa  
kesialan.  
Penyelesaian  kredit  secara  informal  akan  segera  
dapat menuntaskan  permasalahan  dan  cenderung  tidak  
berlarut-larut. Motivasi  melalui  pendekatan  religius  juga  
dapat  diterapkan,  upaya ini hanya berlaku efektif terhadap 
debitur bermasalah yang taat dalam menjalani agamanya.   
b) Restrukturisasi Kredit   
 Restrukturisasi  dalam  Bank  PT. Bank Tabungan Negara 
(Persero) Tbk.   Cabang  Surakarta  merupakan upaya  perbaikan  
yang  dilakukan  Bank  dalam  kegiatan  perkreditan terhadap  
debitur  yang  mengalami  kesulitan  untuk  memenuhi 
kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:   
(1) Penurunan suku bunga Kredit;   
(2) Perpanjangan jangka waktu Kredit;   
(3) Pengurangan tunggakan bunga Kredit;   
(4) Pengurangan tunggakan pokok Kredit;     
(5) Penambahan fasilitas Kredit; dan atau   
(6) Konversi Kredit menjadi Penyertaan Modal Sementara. 
  Bank  hanya  dapat  melakukan  restrukturisasi  kredit  terhadap 
debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau 
bunga kredit;  dan  debitur  yang  memiliki  prospek  usaha  baik  
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dan  mampu memenuhi  kewajiban  setelah  kredit  
direstrukturisasi.  Selain  itusebagai salah satu upaya untuk 
meminimalkan potensi kerugian dari debitur bermasalah, bank 
dapat melakukan restrukturisasi kredit atas debitur  yang  masih  
memiliki  prospek  usaha  dan  kemampuan membayar.  
 Kualitas  kredit  yang  direstrukturisasi  ditetapkan  sebagai 
berikut:   
a) Kualitas  Kredit  yang  direstrukturisasi  hanya  dapat  
meningkat paling  tinggi  1  (satu)  tingkat  kualitas  kredit  dari  
sebelum dilakukan  restrukturisasi,  setelah  debitur  memenuhi  
kewajiban pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga secara 
berturut-turut selama 3 (tiga) kali periode sesuai waktu yang 
diperjanjikan.   
b) Tidak  Berubah,  untuk  kredit  yang  sebelum  direstrukturisasi 
kualitasnya tergolong lancar atau kurang lancar.   
2. Tindakan  Penyelesaian  Kredit  Macet  debitur  Oleh  Bank  PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk.  Cabang Surakarta 
  Menurut ketentuan Pasal  2  ayat  (1)  Keputusan  Menteri  
Keuangan  Republik Indonesia  Nomor  :  294/KMK.09/1993  Tentang  
Panitia  Urusan  Piutang Negara (PUPN) mengemukakan mempunyai  
wewenangan  mengurus piutang  negara  macet  bank-bank  milik  
pemerintah  dan  Badan Usaha  Milik  Negara/Daerah 
(BUMN/BUMD)  serta  instansi  Pemerintah  lainnya  yang diserahkan 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 dan 
ketentuan  pelaksanaan  yang  ditetapkan  Menteri  Keuangan.  Hal  ini 
sebelumnya telah diatur dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 49  Prp  Tahun  1960  mengatakan  bahwa  instansi  pemerintah  
atau  badan negara  dilarang  menyerahkan  pengurusan  piutang  
macet  kepada pengacara sebagaimana bank-bank swasta. 
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Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 87/PMK.07/2006 
Tentang Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang 
merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 
2006  Tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  14  
Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, 
mekanisme pengurusan  kredit  bermasalah  pada  Bank-Bank Badan 
Usaha Milik Negara(BUMN) diserahkan sepenuhnya  kepada  internal  
bank Badan Usaha Milik Negara(BUMN).  Hal  ini  dikuatkan  dengan 
Putusan  Mahkamah  Konstitusi  Nomor  77/PUU-IX/2011  Tentang 
Pengujian  Undang-Undang  Nomor  49  Prp  Tahun  1960  Tentang  
Panitia Urusan  Piutang  Negara.  Tindakan  penyelesaian  kredit  
macet  nasabah debitur oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk.  Cabang Surakarta, antara lain : 
a) Menerbitkan Teguran/Somasi   
kreditur atau bank dapat memberikan somasi atau 
peringatan kepada  debitur  agar  ia  memenuhi  kewajiban,  
namun  somasi  secara yuridis tidak mempunyai akibat hukum 
yang memaksa pada debitur.  Istilah  pernyataan  lalai  atau  
somasi  merupakan  terjemahan dari ingebrekestelling.Somasi  
diatur  dalam  Pasal  1238  Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata (KUH Perdata) dan Pasal  1243 Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata (KUH  Perdata).   
Menurut pendapat Salim  H.S pengertian somasi  adalah  
teguran  dari  si  berpiutang  (kreditur)  kepada  si berutang  
(debitur)  agar  dapat  memenuhi  prestasi  sesuai  dengan  isi 
perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Seorang  
debitur  baru   dikatakan  wanprestasi  apabila  ia  telah 
diberikan  somasi  oleh  kreditur  atau  Juru  Sita.  Somasi  itu  
minimal telah  dilakukan  sebanyak  tiga  kali  oleh  kreditur  
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atau  Juru  sita. Apabila  somasi  itu  tidak  diindahkannya,  
maka  kreditur  berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. 
Dan pengadilanlah yang akan  memutuskan, apakah debitur  
wanprestasi  atau  tidak (Salim H.S.,2006:96). 
b) Eksekusi Jaminan   
Pada  dasarnya  jika  debitur  wanprestasi  atas  
perjanjian  kredit dengan  Bank,  merujuk  pada Pasal  20  ayat  
(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan dan  Pasal  29  ayat  (1) Undang-Undang  Nomor  
42  Tahun  1999  Tentang  Jaminan  Fidusia, Bank memiliki hak 
untuk menjual jaminan dan mengambil pelunasan atas  utang  
debitur  dari  hasil  penjualan  jaminan  tersebut.  Apabila dalam  
hasil  penjualan  jaminan  kredit  lebih  besar  daripada 
utangnya,  sisa  hasil  penjualan  obyek  jaminan  menjadi  hak  
pemberi jaminan.   
c) Gugatan ke pengadilan negeri   
Penyelesaian dengan menggunakan jalur litigasi ini 
ditempuh apabila debitur usahanya masih berjalan namun tidak 
mau memenuhi kewajibannya  kreditnya  dan  debitur  yang  
usahanya  tidak  berjalan tetapi  tidak  mau  bekerja  sama  untuk  
memenuhi  kewajibannya  (bad  character).  Dalam  sengketa  
masalah  besar  dan  nilai  ekonomisnya tinggi  atau  antara  
pihak  kreditur  dan  debitur  tidak  ada  konsensus mengenai  
penyelesaian  sengketa,  maka  kreditur  akan  mengajukan 
gugatan ke pengadilan negeri. Di  sisi  lain,  jika  hasil  
penjualan  obyek  hak  tanggungan tersebut tidak cukup untuk 
melunasi utang Anda, tentu saja ini berarti Anda masih  
mempunyai  utang  yang  harus  dilunasi  kepada  Bank. Atas  
utang  tersebut,  Bank  dapat  melakukan  gugatan  wanprestasi.  
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Gugatan wanprestasi adalah gugatan perdata, yang 
mana atas gugatan tersebut  penggugat  dapat  menuntut  
penggantian  biaya,  rugi,  dan bunga  karena  tidak  
terpenuhinya  suatu  perikatan  (Pasal  1243 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)). Proses  Gugatan  
Perdata  kepada  Pengadilan  Negeri  yang apabila  putusan  
hakimnya  telah  berkekuatan  tetap,  harta  kekayaan debitur 
disita berdasarkan putusan tersebut untuk kemudian dilelang. 
Permohonan  ini  diajukan  melalui  kepaniteraan  pengadilan  
negeri sesuai perjanjian kredit melalui hukum acara perdata.   
d)  Gugatan ke pengadilan niaga   
Menurutketetuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 
Tentang Kepailitan, bahwa pailit ialah keadaan debitur yang 
mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar 
sedikitnya satu hutang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih 
yang dinyatakan oleh Pengadilan Niaga.   
e) Penyelesaian melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa   
Alternative Dispute Resolution (ADR) merupakan suatu 
istilah asing,  yang  padanannya  dalam  bahasa  Indonesia  
Alternatif Penyelesaian  Sengketa  (APS).  Istilah  tersebut  
mengacu  pada pengertian pengelolaan konflik dalam 
manajemen kooperatif, namun ada yang menyebut  penyelesaian  
sengketa  dengan  damai  di  luar pengadilan.  Penyelesaian  di  
luar  pengadilan  dilakukan  dengan  cara konsultasi, negosiasi, 
mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.   
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f) Penyelesaian melalui penagih utang   
Penagihan oleh jasa penagih utang swasta (Debt 
Collector) di mana bank memerintahkan orang lain berdasarkan 
surat kuasa untuk menagih utang pada debitur kredit macet dan 
untuk atas nama bank yang memberi kuasa.  
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BAB IV 
PENUTUP 
A. Simpulan 
1. Penerapan asas-asas hak tanggungan dalam pelaksanaan perjanjian Kredit 
Pemilikan Rumah (KPR) menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun1996 
Tentang Hak Tanggungan , hasil penelitian Penulis di PT. Bank Tabungan 
Negara (Persero) Tbk. Cabang Surakarta  sudah sesuai dengan Undang-
UndangNomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan ,karena pada saat 
mengadakan perjanjian kredit pemilikan rumah harus menerapan asas 
publisitas, asas spesialitas, asas tidak dapat dibagi-bagi, asas kedudukan 
yang diutamakan, dan asas selalu mengikuti obyek dalam tangan siapapun 
obyek itu berada dengan berpedoman untuk asas-asas tersebut diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. 
2. Kendala  yang  terjadi pada penerapan asas-asas hak tanggungan dalam  
perjanjian  kredit pemilikan rumah di PT. Bank  Tabungan  Negara 
(Persero) Tbk. Cabang Surakarta dan penyelesaiannya menguraikan 
masalah kredit macet. Kredit macet yang terjadi di perjanjian kredit 
pemilikan rumah ini, salah satunya karena penerapan asas tidak dapat 
dibagi-bagi di lapangan tidak seperti yang diharapkan seperti yang sudah 
diatur dalam perjanjian, hal ini disebabkan dari beberapa faktor.  Faktor  
internal misalnya  kelalaian  debitur,  aspek  kesulitan  pemasaran, 
kesulitan pengaturan  keuangan,  dan  kesulitan  dalam  manajemen.  
Faktor  eksternal misalnya  kebijakan  pemerintah  yang merugikan  
debitur,  bencana  alam,  kenaikan  harga  komoditas  dan  perubahan 
teknologi. Kredit macet dapat diselamatkan bank dengan cara salah 
satunya Restrukturisasi Kredit, dan kredit macet diselesaikan  dengan  cara  
gugatan  ke pengadilan  negeri,  gugatan  ke  pengadilan  niaga,  
penyelesaian  dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan yang 
paling mudah adalah dengan jasa penagihan utang (debt collector).   
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B. Saran 
1. Sebaiknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 
Tanggungan diperbaharui dengan undang-undang serta peraturan 
pelaksanaan-nya yang lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan di 
masyarakat saat ini agar tidak ada yang multitafsir dari isi undang-undang 
yang sebenarnya, mengingat tumbuh pesatnya kebutuhan masyarakat 
terhadap tempat tinggal. Dan banyaknya perbankan yang menyediakan 
sarana untuk mempermudah masyarakat mendapatkan kebutuhannya 
tersebut, yaitu dengan memberikan kredit untuk pemilikan rumah yang 
mana menggunakan hak tanggungan sebagai jaminannya. 
2. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabang  Surakarta  diharapkan  
setiap  menyelesaikan  masalah-masalah yang  timbul  dalam  kredit  
macet,  hendaknya  mengedepankan  negosiasi  atau musyawarah untuk 
mencapai mufakat karena dengan cara kekeluargaan antara pihak  debitur  
dengan  kreditur  telah  sesuai  dengan  budaya  masyarakat Indonesia. 
Perlu  adanya  pelaksanaan Good Corporate Governance, sehingga praktik 
bankir yang tidak sehat dapat diminimalisasi atau dihilangkan. Selain itu  
melalui  peningkatan  kualitas  manajemen  berdasarkan  Good  Corporate 
Governance dapat memperkecil risiko dalam operasional perbankan.   
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